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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Umum 

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan 

Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. 

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan 

karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang 

khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas 

Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang 

menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan 

Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 

22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam 

buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guidge Arabic Transliteration), INIS 

Fellow 1992. 

B. Konsonan 

 

Arab Indonesia Arab Indonesia 

 Tidak ا

dilambangkan 
 ṭ ط

 ẓ ظ b ب

 ‘ ع t ت

 gh غ th ث

 f ف j ج

 q ق ḥ ح

 k ك kh خ

 l ل d د
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 m م dh ذ

 n ن r ر

 w و Z ز

 h ه S س

 h ء sh ش

 y ي ṣ ص

   ḍ ض

 

Hamzah (ء)yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal 

kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, 

namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan 

tanda koma di atas (ʼ), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”. 

C. Vokal, Panjang dan Diftong 

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah 

ditulis dengan “a” , kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan 

panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :   

- Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla   

- Vokal (i) panjang = ȋ misalnya  َقيِْل menjadi qȋla   

- Vokal (u) panjang = û misalnya َ َدوُْن menjadi dûna  

Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan 

“i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat 

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wa’ dan ya’ setelah fathah ditulis 

dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :   

- Diftong (aw) = و misalnya ََ لَ وَْق menjadi qawlun   
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- Diftong (ay) = ي misalnya  َرَ يَْخ  menjadi khayrun  

D. Ta’ Marbuthah (ة) 

Ta’ marbûthah (ة)ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah 

kalimat, tetapi ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka 

ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya تعةم  menjadi mut’ah, atau 

apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan 

mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang 

disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya فيَرحمةاالله menjadi fi rahmatillâh.َ 

E. Kata Sandang dan Lafadh Jalalah 

Kata sandang berupa “al” (لا )dalam lafadh jalâlah yang berada di 

tengahtengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan 

contoh-contoh berikut :   

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan… 

2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan …   

3. Masyâ’Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun   

4. Billâh ‘azza wa jalla 

F. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku 

bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal 

kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.  

Contoh :    يْء  ش  - syai’un َ ُأمُِرْت  - umirtu    ت أمُْرُوْن – ta’murûna   وْ أت ن  خُدُّ  - ta’khudzûna. 

G. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis 
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terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah 

lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang 

dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan 

juga dengan kata lain yang mengikutinya. 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti 

yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk 

menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan 

arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan 

kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital 

tidak dipergunakan. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, 

pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu 

tajwid. 
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ABSTRAK 

 

Muhammad Yogie Hidayatullah. 2023. Penambahan Nafkah Anak Pasca 

Perceraian Perspektif Teori Keadilan Gustav Radbruch (Analisis 

Putusan Hakim di Pengadilan Agama Bondowoso). Skripsi. Program 

Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam 

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Dosen Pembimbing: Ahsin Dinal Mustafa, S.HI., M.H. 

Kata Kunci: Nafkah; Anak; dan Keadilan 

 

Mahkamah Agung memberikan pedoman mengenai penambahan nafkah 

anak Melalui SEMA No. 3 Tahun 2015 yang menyatakan amar mengenai nafkah 

anak hendaknya diikuti dengan penambahan sebesar 10% - 20% tiap tahunnya 

dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Namun, 

terdapat 3 putusan mengenai penambahan nafkah anak yang tidak sesuai dengan 

anjuran mengenai penambahan nafkah anak dengan SEMA tersebut. Pada 3 

putusan tersebut ditemukan mengenai penetapan nafkah anak ada yang ditambah 

2,5% dan 5% tiap tahunnya. Tujuan penelitian ini adalah 1) mengetahui hukum 

nafkah anak pasca perceraian perspektif perundang – undangan di Indonesia. 2) 

mengetahui penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang penambahan nafkah 

anak pasca perceraian pada putusan – putusan di Pengadilan Agama Bondowoso 

perspektif teori keadilan Gustav Radbruch. 

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yang tujuannya 

mencari solusi dari permasalahan hukum yang ditemukan. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kasus, dan menggunakan data penelitian berupa bahan 

hukum primer, sekunder dan tersier. bahan hukum yang dikumpulkan adalah 3 

Putusan Pengadilan Agama Bondowoso yang sudah inkracht untuk dikaji ratio 

decidendinya. Dalam mengelola bahan hukum yang dikumpulkan, penulis 

menggunakan teknik klasifikasi, analisis, dan pembuatan kesimpulan. 

Hasil penelitian ditemukan bahwa 1) nafkah anak pasca perceraian dalam 

beberapa peraturan perundang – undangan menjadi kewajiban orang tua, ibu dapat 

membantu memberi nafkah apabila ayah dalam kondisi yang tidak 

memungkinkan untuk menafkahi anaknya. Mengenai ukuran atau kadar nafkah 

anak hanya disebutkan mengenai nafkah tersebut menyesuaikan dengan 

kemampuan ayah dan kebutuhan anak atau isteri. 2) ratio decidendi hakim pada 3 

putusan di Pengadilan Agama Bondowoso mengenai penetapan nafkah anak 

sudah dinilai adil menurut teori keadilan sebagai keutamaan dan keadilan sebagai 

kesamaan. Namun, tidak sejalan dengan teori keadilan menurut ukuran hukum 

positif dan cita hukum yang dikemukakan Gustav Radbruch. Dasar hukum yang 

digunakan hakim pada 3 putusan di penelitian ini mengenai penambahan nafkah 

anak adalah Angka 14 Kamar Agama SEMA No. 3 Tahun 2015. 
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ABSTRACT 

 

Muhammad Yogie Hidayatullah. 2023. Addition to Children's Support After 

Divorce Perspective Gustav Radbruch's Justice Theory (Analysis of 

the Judge's Decision at the Bondowoso Religious Court). Thesis. 

Islamic Family Law, Faculty of Sharia, State Islamic University of 

Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Advisor: Ahsin Dinal Mustafa, S.HI., M.H. 

Keyword: Living; Child; dan Justice 

 

The Supreme Court provides guidelines regarding additional child 

support through SEMA No. 3 of 2015 which states that the warning regarding 

child support should be followed by an addition of 10% - 20% each year of the 

stipulated amount, excluding education and health costs. However, there were 3 

decisions regarding additional child support which were not in accordance with 

the recommendations regarding additional child support with SEMA. In the 3 

decisions, it was found that regarding the determination of child support, there 

was an increase of 2.5% and 5% each year. The aim of this research is 1) to find 

out the post-divorce child maintenance law from a legal perspective in Indonesia. 

2) understand the application of SEMA Number 3 of 2015 concerning additional 

child support after divorce in decisions at the Bondowoso Religious Court from 

the perspective of Gustav Radbruch's theory of justice. 

This research is a type of normative legal research whose aim is to find 

solutions to the legal problems found. This research uses a case approach, and 

uses research data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. 

The legal materials collected are 3 decisions of the Bondowoso Religious Court 

which have been registered for review of their decision ratios. In managing the 

collected legal materials, the author uses classification, analysis and conclusion-

making techniques. 

The results of the research found that 1) child support after divorce in 

several laws and regulations is the obligation of the parents, the mother can help 

provide support if the father is in a condition that makes it impossible to support 

his child. Regarding the size or level of child support, it is only stated that the 

income is adjusted to the father's abilities and the needs of the child or wife. 2) 

The judge's decision ratio in 3 decisions at the Bondowoso Religious Court 

regarding the determination of child support has been considered fair according to 

the theory of justice as priority and justice as equality. However, it is not in line 

with the theory of justice according to positive legal standards and legal ideals put 

forward by Gustav Radbruch. The legal basis used by the judge in the 3 decisions 

in this research regarding additional child support is Number 14 SEMA Religious 

Chamber No. 3 of 2015. 
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 خلاصة

الإضافة إلى دعم الأطفال بعد الطلاق من منظور نظرية .2023َمحمدَيوغيَهدايةَاالله.َ

)تحليل قرارات القضاة في محكمة بوندووسو  العدالة لجوستاف رادبروخ

ة.َالأحوالَالشخصية،َكليةَالشريعة،َجامعةَمولاناَمالكَإبراهيمَالدينية(.  أطُرُوح 

 .الإسلاميةَالحكوميةَمالانج

 S.HI., M.H المشرف:َاحسينَدينالَمصطفى،

 والعدالة ;طفل ;نفقة :الكلمات الدالة

 

َإرشاداتَبشأنَالد َالعليا َالمحكمة َالإضافيَللطفلَمنَخلالَرقمتوفر عم  SEMA. َنص

َبين2015ََلسنة3ََالقرارَرقمَ %َإلى10َعلىَأنَيعقبَالتنبيهَبشأنَنفقةَالطفلَإضافةَما

3َ%َكلَسنةَمنَالمبلغَالمقرر،َباستثناءَتكاليفَالتعليمَوالصحة.َومعَذلك،َكانتَهناك20َ

التوصياتَالمتعلقةَبدعمَقراراتَبخصوصَدعمَالطفلَالإضافيَوالتيَلمَتكنَمتوافقةَمعَ

وفيَالقراراتَالثلاثةَتبينَأنهَفيماَيتعلقَبتحديدَنفقةَالطفلَ .SEMA الطفلَالإضافيَمن

(َمعرفةَقانونَنفقة1َ%َكلَسنة.َالهدفَمنَهذاَالبحثَهو5َ%َو2.5فقدَحدثتَزيادةَبنسبةَ

(َفهمَتطبيقَقانون2الطفلَبعدَالطلاقَمنَمنظورَقانونيَفيَإندونيسيا.َ  SEMA َ3َرقم

َ َمحكمة2015ََلعام َعن َالقراراتَالصادرة َالطلاقَفي َبعد َللأطفال َالإضافية َالنفقة بشأن

 .بوندووسوَالدينيةَمنَمنظورَنظريةَالعدالةَلغوستافَرادبروخ

َللمشاكلَ َحلول َإيجاد َإلى َتهدف َالتي َالمعيارية َالقانونية َالبحوث َمن َنوع َهو َالبحث هذا

َالب َيستخدمَهذا َالموجودة. َبياناتَالبحثَفيَشكلَموادَالقانونية حثَمنهجَالحالة،َويستخدم

َ َهي َجمعها َتم َالتي َالقانونية َالمواد َوثلاثية. َوثانوية َأولية َعن3ََقانونية قراراتَصادرة

محكمةَبوندووسوَالدينيةَوالتيَتمَتسجيلهاَلمراجعةَنسبَقراراتها.َفيَإدارةَالموادَالقانونيةَ

فَوالتحليلَواستخلاصَالنتائجالمجمعة،َيستخدمَالمؤلفَتقنياتَالتصني . 

(َنفقةَالطفلَبعدَالطلاقَفيَعدةَقوانينَوأنظمةَهيَواجبَعلىَالوالدين،1َوتوصلتَنتائجَالبحثَإلىَأنَ

َيتعلقَ َوفيما َكانَالأبَفيَحالةَتجعلَمنَالمستحيلَإعالةَطفله. َالنفقةَإذا ويمكنَللأمَأنَتساعدَفيَتقديم

َفق َيذُكر َالطفل، َإعالة َمستوى َأو َأوَبحجم َالطفل َحسبَقدراتَالأبَواحتياجات َتعديله َيتم َالدخل َأن ط

قراراتَفيَمحكمةَبوندووسوَالدينيةَفيماَيتعلقَبتحديدَنفقة3ََ(َاعتبرتَنسبةَقرارَالقاضيَفي2َالزوجة.َ

َوفقَ َالعدالة َنظرية َمع َتتماشى َلا َأنها َإلا َكمساواة. َوالعدالة َكأولوية َالعدالة َلنظرية َوفقا َعادلة الطفل

يرَالقانونيةَالإيجابيةَوالمثلَالقانونيةَالتيَطرحهاَغوستافَرادبروخ.َالأساسَالقانونيَالذيَيستخدمهَالمعاي

منَالغرفة14ََالقاضيَفيَالقراراتَالثلاثةَالواردةَفيَهذاَالبحثَفيماَيتعلقَبالنفقةَالإضافيةَللطفلَهوَرقمَ

2015لسنة14َ.3ََرقمَ SEMA الدينية . 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Nafkah menurut KBBI merupakan penghidupan mencakup seluruh 

kebutuhan manusia yang mencakup tiga aspek penting: sandang, pangan, dan 

papan serta permasalahan yang berkaitan dengannya.1 Menurut Wahbah al-

Zuhaili, secara istilah yang diartikan oleh para ahli fiqih yakni belanja untuk 

keperluan hidup, khususnya makanan saja. Nafkah anak merupakan semua hal  

yang diperlukan anak dalam pertumbuhan dan perkembangannya. keperluan 

tersebut contohnya adalah pangan, sandang, dan papan. Kewajiban nafkah anak 

merupakan tanggung jawab bersama kedua orang tuanya meskipun telah 

bercerai.2 

Perceraian merupakan peristiwa pahit dalam kehidupan rumah tangga 

yang seringkali menyebabkan perubahan besar dalam dinamika keluarga. Jika 

Melihat data perceraian di Pengadilan Bondowoso, pada tahun 2022 perceraian di 

Bondowoso ada 3114 perkara yang masuk ke pengadilan.3 Jumlah perceraian 

yang banyak tersebut disebabkan karena kurangnya ekonomi dan KDRT. Ketika 

bercerai, baik suami maupun isteri tersebut masih memiliki kewajiban untuk 

                                                             
1 Abdul Fatakh, “Nafkah Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam,” Inklusif (Jurnal 

Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam) 3, no. 1 (2018): 59, 

https://doi.org/10.24235/inklusif.v3i1.2766. 
2 Soraya Devy and Doni Muliadi, “Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca 

Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO),” El-USRAH: Jurnal 

Hukum Keluarga 2, no. 1 (2020): 123, https://doi.org/10.22373/ujhk.v2i1.7646. 125. 
3 Hermawan Arifianto, “1.923 Pasangan Di Bondowoso Bercerai Pada 2023, Kebanyakan 

Diajukan Istri,” Liputan 6, 2023, https://www.liputan6.com/surabaya/read/5193090/1923-

pasangan-di-bondowoso-bercerai-pada-2023-kebanyakan-diajukan-istri. 
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merawat anaknya (jika ada). Jika melihat pada undang – undang, aturan mengenai 

akibat yang timbul karena putusnya perkawinan adalah orang tua senantiasa tetap 

memiliki tanggung jawab dalam hal pengasuhan dan mendidik untuk kebaikan 

anaknya. Apabila dalam hal hak asuh anak terdapat perselisihan, maka pengadilan 

dapat memberikan keputusan mengenai anak tersebut berada dalam asuhan bapak 

atau ibunya. Akibat lainnya adalah ayah tetap memiliki tanggung jawab untuk 

memberi nafkah untuk kebutuhan anak tersebut baik dalam hal penghidupan 

ataupun pendidikan. Ibu dari anak tersebut dapat membantu untuk memenuhi 

kebutuhan anak apabila kondisi ayah tidak memungkinkan untuk memenuhinya. 

Selain itu, Pengadilan dapat membebankan mantan suami dalam menanggung 

segala keperluan untuk hidup atau mewajibkan sesuatu untuk bekas isteri. Hal 

tersebut termaktub dalam Pasal 41 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.4 

Berdasarkan peraturan tersebut, dikatakan secara jelas bahwa suami 

maupun isteri meskipun telah bercerai masih memiliki tanggung jawab terhadap 

anaknya yakni mengenai merawat dan memberi pendidikan kepada anaknya. 

Kewajiban lain diberikan kepada suami ketika bercerai selain memelihara dan 

mendidik anak - anaknya adalah memenuhi segala sesuatu yang dibutuhkan anak. 

Suami setelah bercerai diberi kewajiban memberikan nafkah apabila hakim 

memutuskan di pengadilan. Apabila suami kurang mampu dalam memenuhi 

nafkah kepada anaknya, hakim dapat memutuskan bahwa isteri juga ikut 

membantu dalam memenuhi kebutuhan anak – anaknya.  

                                                             
4 Pasal 41 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
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Untuk keluarga dengan agama islam, khususnya mengenai penetapan 

mut’ah, nafkah anak dan nafkah iddah harus dipertimbangkan berdasarkan 

kemampuan suami yang dilihat dari berapa lama perkawinan berlangsung dan gaji 

yang diterima suami dari perkerjaannya. Hal tersebut didasari oleh Lampiran 

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum 

Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksaan Tugas 

Bagi Pengadilan5. Lalu setelah munculnya aturan tersebut, pada tahun 2018 

terdapat ketentuan mengenai kewajiban suami dalam memberi nafkah pasca 

perceraian, dan hakim dalam memberikan penetapan harus melihat peristiwa yang 

sebenarnya terjadi dan dipikirkan mengenai keadilannya untuk segala keperluan 

penghidupan bagi anak dan isteri. Dalam hal ini yang dipertimbangkan mengenai 

nafkah iddah, mut’ah, nafkah Madhiyah, dan nafkah anak. Hal tersebut 

berdasarkan Lampiran pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 

2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah 

Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan6 Dari 

ketentuan tersebut, suami diberi kewajiban untuk memenuhi segala keperluan 

yang dibutuhkan isteri dan anak untuk penghidupan sesuai kemampuannya dan 

disesuaikan dengan kebutuhan anaknya. 

Perlindungan mengenai nafkah anak pasca perceraian sangat penting 

untuk diperhatikan. terjaminnya nafkah terhadap anak haruslah bisa terpenuhi  

                                                             
5 Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil 

Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksaan Tugas Bagi Pengadilan 
6 Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan 

Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan 

Tugas Bagi Pengadilan 
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secara  optimal,  apabila pemenuhan   nafkah   tidak   dilaksanakan yang 

merupakan salah satu hak anak menjadi berkurang bahkan dapat berpengaruh 

kepada tumbuh kembang anak.7 Jika melihat pada peraturan perundang – 

undangan, kepentingan mengenai perlindungan warga negara telah disebutkan 

secara jelas pada Pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa  

”segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan 

pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak 

ada kecualinya.”8 

Undang – undang tersebut mengisyaratkan hukum adalah pelindung 

masyarakat atau warga negara, termasuk anak, karena indonesia sendiri adalah 

negara hukum. Ketentuan tersebut mengisyaratkan juga akan terlaksananya asas 

equality before the law yakni setiap orang memiliki kedudukan yang sama di 

hadapan hukum. Selain itu, peraturan mengenai perlindungan anak juga diatur 

pada Pasal 28b ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 yang menyatakan bahwa  

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang 

serta berhak atas setiap perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”9  

Peraturan lainnya termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) Undang – Undang 

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – 

                                                             
7 Miftahudin Azmi et al., “Implikasi Vacum Of Norm Nafkah Lampau Anak Di Indonesia” 1, no. 

1 (2023): 9. 
8 Pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
9 Pasal 28b ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
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Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan 

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak 

dan hak – haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi 

secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”10 

Kesimpulannya bahwa Indonesia sangat memperhatikan perlindungan 

anak dalam menjaga hak – haknya agar tetap terpenuhi. Namun, pada 

kenyataannya sangat memprihatinkan jika melihat pada data yang diperoleh dari 

Bank Data KPAI Tahun 2022 menunjukkan ada 4683 Kasus yang diadukan 

langsung maupun online.11 Dari banyaknya jumlah kasus pada tahun 2022 

tersebut, salah satu kasusnya ada mengenai nafkah anak yang terabaikan, 

permasalahan awalnya dari putusan mengenai nafkah yang dibebankan ke orang 

tua untuk memenuhi segala kebutuhan anak dalam melangsungkan hidupnya. 

Berangkat dari hal tersebut, pada kenyataannya para orang tua yang diberi 

tanggung jawab, justru lalai dalam memenuhi tanggung jawab tersebut. Dalam 

keaadaan tersebut nafkah yang seharusnya didapat untuk keperluan hidup anak 

menjadi terlantarkan. Adanya putusan mengenai nafkah tersebut agar menjamin 

adanya kepastian hukum bagi anak setelah perceraian terjadi. Namun, ironisnya 

orang tua yang seharusnya melindungi dan menjamin masa depan anak justru 

menelantarkannya. 

                                                             
10 Pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 
11 KPAI, “Data Kasus Perlindungan Anak,” KPAI R.N, 2022, https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-

data/data-kasus-perlindungan-anak-2022. 
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Pada penelitian sebelumnya, yakni penelitian yang berjudul Kenaikan 

Nafkah Anak Setiap Tahun Pasca Perceraian Perspektif SEMA Nomor 03 Tahun 

2015 (Studi Penetapan No.319/Pdt.G/2022/PA.Kdr)12 yang ditulis oleh Nuriyah 

Wulan Adiningrum. Pada penelitian tersebut dibahas mengenai alasan hukum 

majelis hakim dalam penetapannya mengenai penambahan nafkah anak pasca 

perceraian yang dinilai sudah sejalan dengan butir 14 Kamar Agama Surat Edaran 

Mahasiswa Agama No. 03 Tahun 2015. Sedangkan penulis dalam hal ini akan 

mengkaji penetapan majelis hakim pada penetapan mengenai nafkah anak pasca 

perceraian yang dinilai tidak sejalan dengan SEMA Nomor 03 Tahun 2015. Dari 

data pada website Direktori Putusan Mahkamah Agung di Pengadilan Agama 

Bondowoso dalam 3 tahun terakhir yakni pada tahun 2021 – 2023 mengenai 

penetapan nafkah anak dalam perkara perceraian berjumlah 1642 penetapan yang 

telah ditetapkan. Dari beberapa penetapan tersebut, mayoritas penetapannya 

mengenai nafkah anak sudah mengikuti butir 14 SEMA Nomor 3 Tahun 2015. 

Namun, penulis menemukan 3 putusan yang tidak sesuai dengan butir 14 SEMA 

Nomor 3 Tahun 2015 dan akan diteliti alasan hukum hakim untuk sampai pada 

putusannya.  

Penelitian ini berfokus pada penetapan penambahan nafkah anak pasca 

perceraian dalam putusan pengadilan. Sampel diambil dari putusan yang sudah 

inkracht sebanyak 3 putusan di Pengadilan. Pengadilan yang penulis ambil 

putusannya adalah Pengadilan Agama Bondowoso yakni Putusan Nomor 

                                                             
12 Nuriyah Wulan Adiningrum, “Kenaikan Nafkah Anak Setiap Tahun Pasca Perceraian Pespektif 

Sema Nomor 03 Tahun 2015 (Studi Penetapan No.319/Pdt.G/2022/PA.Kdr)” (UIN Maulana Malik 

Ibrahim Malang, 2023). 
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96/Pdt.G/2023/PA.Bdw, Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2021/PA.Bdw, Putusan 

Nomor 0788/Pdt.G/2021/PA.Bdw. Dalam penetapan yang penulis cantumkan, 

hakim menetapkan mengenai nafkah anak pada Putusan Nomor 

1526/Pdt.G/2021/PA.Bdw., ditambahkan 2,5% tiap tahunnya dari yang telah 

ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pada 2 putusan 

lainnya yakni Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Bdw dan Putusan Nomor 

0788/Pdt.G/2023/PA.Bdw hakim menetapkan mengenai nafkah anak dilakukan 

penambahan sebesar 5% tiap tahunnya dari yang telah ditetapkan, diluar biaya 

untuk keperluan  pendidikan dan kesehatan. Sedangkan, jika melihat pada anjuran 

yang diberikan oleh Mahkamah Agung seharusnya mengenai penambahan nafkah 

anak naik 10% - 20% tiap tahunnya dari yang telah ditetapkan diluar biaya 

pendidikan dan kesehatan anak. Pengaturan tersebut termaktub dalam Surat 

Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan 

Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman 

Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan13.  

Mengenai nafkah anak harus mendapat perhatian serius demi menjamin 

masa depan anak, adanya fluktuasi nilai mata uang dan diikuti dengan kebutuhan 

anak yang semakin bertambah seiring dengan bertambahnya usia maka mengenai 

penambahan nafkah anak sudah seharusnya dipertimbangkan dengan matang agar 

kehidupan anak yang menjadi korban dari adanya perceraian bisa hidup dengan 

baik kedepannya. Berangkat dari hal tersebut Peneliti ingin mengetahui alasan 

hukum hakim mengenai penentuan besaran penambahan nafkah anak pada 

                                                             
13 SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar 

Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan 
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penetapan di Pengadilan Agama yang tidak sesuai dengan anjuran Mahkamah 

Agung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015 tersebut. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana hukum nafkah anak pasca perceraian perspektif perundang – 

undangan di Indonesia? 

2. Bagaimana penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang penambahan 

nafkah anak pasca perceraian pada putusan – putusan di Pengadilan 

Agama Bondowoso perspektif teori keadilan Gustav Radbruch? 

C. Tujuan Penelitian 

Dalam menyusun tujuan penelitian penulis ingin menjawab rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui hukum nafkah anak pasca perceraian perspektif 

perundang -  undangan di Indonesia. 

2. Untuk mengetahui penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang 

penambahan nafkah anak pasca perceraian pada putusan - putusan di 

Pengadilan Agama Bondowoso perspektif teori keadilan Gustav Radbruch. 

D. Manfaat Penelitian  

Melihat tujuan penelitian ini, diharapakan para pembaca bisa menambah 

wawasan yang semakin banyak dari segi teoris dan praktis. Berikut merupakan 

beberapa manfaat yang diharapkan dapat diperoleh setelah membaca penelitian 

ini: 
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1. Manfaat Teoritis 

a. Jika dilihat dari segi keilmuan diharapkan mampu menambah wawasan 

serta kekayaan pengetahuan mengenai hukum nafkah anak pasca 

perceraian perspektif perundang – undangan di Indonesia dan 

penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang penambahan nafkah 

anak pasca perceraian pada putusan – putusan di Pengadilan Agama 

Bondowoso dalam perspektif teori keadilan Gustav Radbruch. 

b. Diharapkan penelitian ini dijadikan sumber informasi terkait masalah 

yang diteliti. 

c. Diharapkan penelitian ini menjadi salah satu sumber informasi untuk 

mengambil sikap pada permasalahan yang sama. 

2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan informasi agar dapat dijadikan salah satu sumber data 

untuk penelitian selanjutnya khususnya pada masalah yang sedang 

diteliti. 

b. Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang penerapan SEMA 

Nomor 3 Tahun 2015 mengenai penambahan nafkah anak pasca 

perceraian pada putusan – putusan di Pengadilan Agama Bondowoso 

perspektif teori keadilan Gustav Radbruch, sehingga dapat menjadi 

acuan bagi pengambilan kebijakan dalam menetapkan penambahan 

nafkah anak pasca perceraian. 
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E. Definisi Operasional 

Dalam hal menyamakan persepsi mengenai penafsiran akan judul 

penelitian, penulis memberikan penjelasan mengenai beberap hal, yakni: 

1. Nafkah 

Nafkah menurut KBBI merupakan penghidupan mencakup 

seluruh kebutuhan manusia yang mencakup tiga aspek penting: sandang, 

pangan, papan, serta kebutuhan yang berkaitan dengannya.14 Hak isteri 

(meskipun dalam keadaan kaya) dan anak dalam mendapatkan pangan, 

sandang, papan serta beberapa kebutuhan lainnya disebut juga nafkah.15 

2. Perceraian 

Perceraian adalah terlepasnya tanggung jawab akan perkawinan 

karena putusanya ikatan perkawinan antara suami dengan istrinya dalam 

rangka membangun rumah tangga bisa hidup bersama selamanya. Dalam 

hal ini antara suami maupun isteri tidak halal lagi bergaul sebagaimana 

pasangan yang telah melangsungkan pernikahan.16 Mazhab Syafi'I 

memberi definisi mengenai talak yakni akad nikah yang dilepaskan 

dengan talak atau yang memiliki arti sama dengan hal tersebut.17 

 

                                                             
14 Fatakh, “Nafkah Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam.” 59. 
15 Moh Bahropin Hafid, Hilal Mallarangan, and Gasim Yamani, “Kaidah Fiqih Tentang Nafkah 

Dalam Perkawinan,” Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society (KIIIES) 5.0 1 

(2022): 454. 
16 Linda Azizah, “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam,” Al-’Adalah 10(2) (2012): 

417. 
17 Asmuni, “Perceraian Dalam Perspektif Fikih Klasik Dan Kompilasi Hukum Islam,” Jurnal 

Warta 48 (2016): 1–16. 
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3. Keadilan 

Keadilan berasal dari kata adl, merupakan serapan dari Bahasa 

Arab yang artinya mengambil sikap serta berperilaku dalam 

kesepadanan. Keadilan dimaknai bersikap kepada seseorang sesuai 

dengan haknya. hak yang dimaksud dimaknai bahwa derajatnya di mata 

Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu seseorang harus diperlakukan 

sesuai dengan harkat dan martabatnya.18 

F. Metode Penelitian 

Penulis menggunakan metode penelitian untuk memudahkan dalam 

penelitian dan agar tersusun sistematis. Dalam hal ini, penulis perlu menjelaskan 

mengenai apa saja dalam penelitian penulis, beberapa metodenya yakni: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang merupakan suatu 

proses mencari asas – asas hukum, kaidah – kaidah hukum, peraturan hukum, 

untuk menuntaskan atau menemukan solusi yang ideal bagi permasalahan hukum 

yang ditemukan.19 Permasalahan yang diteliti pada penelitian penulis disebabkan 

karena adanya penetapan hakim mengenai penetapan penambahan nafkah anak 

yang tidak sejalan dengan anjuran dari Mahkamah Agung melalui butir 14 Kamar 

Agama SEMA Nomor 3 Tahun 2015. 

 

                                                             
18 Afifa Rangkuti, “Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam,” Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam, 

2017, 3–4. 
19 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media (Jakarta Timur: Kencana, 2017). 

35. 
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2. Pendekatan Penelitian 

Mengenai Pendekatan Penelitian, penulis menggunakan pendekatan 

kasus (case approach), yakni mencari tahu alasan hukum hakim dalam 

memutuskan perkara atau biasa disebut ratio decidendi.20 Ratio decidendi yang 

dimaksud dapat diketahui melalui konsiderans “menimbang”. Pada penelitian ini, 

penulis meneliti alasan hukum hakim dalam menetapkan penambahan nafkah 

untuk anak setelah adanya perceraian dengan berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 

2015 dan dianalisis keadilannya menggunakan teori Gustav Radbruch. 

3. Bahan Hukum 

a. Bahan hukum primer adalah bahan utama dalam penelitian yang 

nantinya akan dikaji mengenai fenomena yang ditemukan 

didalamnya21. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini 

yakni : 

1) Peraturan Perundang – Undangan 

a) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 

b) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 

c) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak. 

                                                             
20 Marzuki. Penelitian Hukum, 158. 
21 Marzuki. Penelitian Hukum, 181. 
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d) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan 

atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak. 

e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang 

Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam 

f) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang 

Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 

Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan 

g) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang 

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah 

Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi 

Pengadilan 

h) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang 

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah 

Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi 

Pengadilan 

2) Putusan 

a) Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Bdw 

b) Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2021/PA.Bdw 

c) Putusan Nomor 0788/Pdt.G/2021/PA.Bdw 

b. Bahan hukum sekunder adalah segala hal yang berkaitan dengan 

hukum berupa dokumen seperti buku, jurnal hukum, dan komentar 
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terhadap putusan pengadilan22. Bahan hukum sekunder yang penulis 

gunakan pada penelitian ini adalah teori keadilan Gustav Radbruch 

dari buku Gustav Radbruch dan So Woong Kim yang berjudul Legal 

Philosophy dan Hyronimus Rhiti yang berjudul “Mengenal Filsafat 

Hukum. 

c. Bahan hukum tersier merupakan pedoman ataupun pelengkap dalam 

penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, dalam 

penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum tersier seperti KBBI 

dan Kamus Bahasa Hukum. 

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum 

Karena pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan 

kasus maka metode pengumpulan bahan hukumnya yakni penulis harus 

mengumpulkan putusan – putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap 

di pengadilan mengenai isu hukum yang ditemukan.23 Dalam hal ini, 

penulis mengumpulkan 3 putusan Pengadilan Agama Bondowoso yang 

inkracht atau memiliki kekuatan hukum tetap untuk dikaji ratio 

decidendinya. 

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum 

dalam mengolah bahan hukum yang penulis kumpulkan penulis 

menggunakan metode sebagai berikut: 

 

                                                             
22 Marzuki. Penelitian Hukum, 181. 
23 Marzuki. Penelitian Hukum, 238. 
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a. Klasifikasi 

Dalam proses ini dilakukan pengelompokkan bahan hukum 

sehingga bahan hukum yang diperoleh dapat menjadi sistematis 

dan mudah dipahami. Dilakukan klasifikasi agar memudahkan 

dalam perbaikan apabila terjadi kesalahan dalam penulisan. 

b. Analisis 

Setelah dilakukan klasifikasi, selanjutnya dilakukan analisis 

terhadap bahan hukum yang dicantumkan sehingga menjadi lebih 

sederhana dan dapat dengan mudah dipahami oleh para pembaca. 

c. Pembuatan Kesimpulan 

Setelah dilakukan analisis pada bahan hukum, selanjutnya penulis 

akan membuat kesimpulan dari temuan – temuannya. Penulis 

menyimpulkan mengenai ratio decidendi hakim pada penetapan 

penambahan nafkah anak pasca perceraian pada Putusan Nomor : 

96/Pdt.G/2023/PA.Bdw, Putusan Nomor 

1526/Pdt.G/2021/PA.Bdw, Putusan Nomor 

0788/Pdt.G/2021/PA.Bdw dan dianalisis keadilannya 

menggunakan teori keadilan Gustav Radbruch.24 

G. Penelitian Terdahulu 

Penelitian Terdahulu melingkupi penelitian relevan tentang penambahan 

nafkah anak pasca perceraian, serta upaya - upaya hukum dalam mengurangi 

perceraian di Indonesia. Penulis mencantumkan beberapa penelitian yang 

                                                             
24 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). 110. 
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terdahulu untuk menemukan perbedaan dan kesamaannya dengan penelitian 

lainnya. Penelitiannya adalah sebagai berikut: 

Pertama, Penelitian dari Heppy Hyma Puspytasari dan Firman., yang 

mana termasuk artikel jurnal tahun 2021 dengan judul “Perlindungan Hukum 

dalam Pembayaran Nafkah Anak sebagai Akibat Perceraian.” Penelitian tersebut 

membahas tentang perlindungan hukum anak mengenai nafkah yang timbul atau 

didapat karena perceraian, dengan fokus pada pengaturan pembayaran nafkah 

anak fiqih dan peraturan perundang – undangan, serta bagaimana penerapan 

perlindungan hukum mengenai pembayaran nafkah anak yang timbul akibat 

adanya perceraian. Antara penelitian penulis dan penelitian terdahulu terdapat 

beberapa kesamaan yakni terletak pada tema mengenai nafkah anak. Kesamaan 

lainnya terletak pada metode dalam melakukan penelitian yang dipakai yakni 

yuridis normatif.  

Dalam penelitian penulis dan penelitian terdahulu juga terdapat 

perbedaan yakni mengenai objek dan fokus bahasannya, pada penelitian terdahulu 

menjelaskan tentang perlindungan hukum mengenai pembayaran nafkah anak 

karena adanya perceraian, sedangkan penulis menititk beratkan pembahasan pada 

alasan hukum yang diterapkan atau dipakai hakim ketika di persidangan dalam 

menetapkan penambahan nafkah anak setelah perceraian. Pada penelitian ini 

penulis akan menggali keadilan hukum mengenai fenomena penambahan nafkah 

anak sebesar 5% setiap tahunnya bahkan ada yang hanya sebesar 2,5%. 

Sedangkan, jika melihat pada SEMA Nomor 3 Tahun 2015 disebutkan hendaknya 
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amar nafkah anak diikuti dengan penambahan 10% – 20% dari yang telah 

ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan.25 

Kedua, Penelitian dari Muhammad Farhan, dkk., Artikel jurnal tahun 

2020 dengan judul“Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 

Tahun 2015 Pada Pengadilan Agama Sawahlunto” Penelitian tersebut membahas 

tentang kajian mengenai implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung pada 

Pengadilan Agama Sawahlunto terkait nafkah anak. Dalam penelitian penulis dan 

penelitian terdahulu terdapat kesamaan yang terletak pada tema yakni mengenai 

nafkah anak. Persamaan lainnya pada fokus bahasan yakni melakukan tinjauan 

terhadap alasan hukum hakim dalam membuat suatu penetapan dengan objek 

yang berbeda. 

Perbedaan penelitian ada pada penelitian penulis memakai metode 

penelitian hukum normatif. Penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian 

empiris. Perbedaan lainnya  ada pada jenis data penelitiannya. Penelitian 

terdahulu data primer dan sekunder. Sedangkan penulis menggunakan bahan 

hukum primer, sekunder, dan tersier. Jurnal ini juga membahas pandangan ulama 

tentang kemaslahatan yang harus diwujudkan dalam konteks implementasi Surat 

Edaran tersebut.26 

Ketiga, Penelitian dari Ikhsanur Fajri, dkk., artikel jurnal tahun 2022 

dengan judul “Karakteristik Hukum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung 

                                                             
25 Heppy Hyma Puspytasari and Firman, “Perlindungan Hukum Dalam Pembayaran Nafkah Anak 

Sebagai Akibat Perceraian,” Jurnal Pendidikan Tambusai 5, no. 2 (2021): 3606. 
26 Muhammad Farhan, Eficandra Eficandra, and Roni Efendi, “Implementasi Surat Edaran 

Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Pada Pengadilan Agama Sawahlunto,” JURIS (Jurnal 

Ilmiah Syariah) 19, no. 2 (2020): 245, https://doi.org/10.31958/juris.v19i2.2234. 
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(SEMA) dari Tahun 2015 Hingga 2022 Terkait Perlindungan Hak Anak 

Pascaperceraian pada Peradilan Agama.” Penelitian tersebut membahas tentang 

pentingnya aturan mengenai perlindungan anak setelah perceraian orang tua. 

Penelitian terdahulu juga membahas mengenai karakteristik hukum pada Surat 

Edaran Mahkamah Agung tentang perlindungan hak anak pasca perceraian di 

peradilan agama. Persamaannya ada pada tema yang dibahas yakni mengenai 

nafkah anak. Kesamaan lainnya terletak pada metode penelitian yang dipakai oleh 

penulis dengan penelitian tersebut yakni penelitian normatif. 

Perbedaan terletak pada objek dan fokus bahasannya, sedangkan penulis 

membahas mengenai alasan hukum yang diterapkan atau dipakai hakim ketika di 

persidangan dalam menetapkan nafkah anak pasca perceraian yang dianalisis 

menggunakan teori keadilan Gustav Radbruch. Penelitian terdahulu berfokus pada 

karakteristik hukum SEMA tentang perlindungan hak anak pasca perceraian pada 

peradilan agama.27 

Tabel 1. 1  

Penelitian Terdahulu 

No. 
Nama 

Peneliti 
Judul Penelitian Persamaan Perbedaan 

1. Heppy 

Hyma 

Puspytasari 

dan Firman 

Perlindungan 

Hukum dalam 

Pembayaran 

Nafkah Anak 

Sebagai Akibat 

Perceraian 

Persamaannya 

ada pada Tema 

yang dikaji 

yakni mengenai 

nafkah anak 

Penelitian terdahulu 

menjelaskan tentang 

perlindungan hukum 

dalam pembayaran 

nafkah anak pasca 

perceraian, 

sedangkan penulis 

membahas mengenai 

                                                             
27 Ikhsanur Fajri, Murjani, and Akhmad Haries, “Karakteristik Hukum Dalam Surat Edaran 

Mahkamah Agung (SEMA) Dari Tahun 2015 Hingga 2022 Terkait Perlindungan Hak Anak 

Pascaperceraian Pada Peradilan Agama,” Jurnal Tana Mana 2, no. 1 (2022): 260. 
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alasan hukum yang 

diterapkan atau 

dipakai hakim ketika 

di persidangan dalam 

menetapkan 

penambahan nafkah 

anak pasca perceraian 

setiap tahunnya 

dengan ketentuan 

pada SEMA Nomor 3 

Tahun 2015 

perspektif teori 

keadilan Gustav 

Radbruch. Objeknya 

adalah 3 putusan 

Pengadilan Agama 

Bondowoso. 

2. Muhammad 

Farhan, 

Eficandra, 

Roni Efendi 

Implementasi 

Surat Edaran 

Mahkamah Agung 

Nomor 3 Tahun 

2015 Pada 

Pengadilan Agama 

Sawahlunto 

Tema yang 

dikaji oleh 

penelitian 

terdahulu 

mengenai 

nafkah anak 

Penulis dalam 

penelitian ini 

menggunakan metode 

penelitian yuridis 

normatif sedangkan 

penelitian terdahulu 

menggunakan metode 

penelitian empiris. 

3. Ikhsanur 

Fajri, 

Murjani, 

Akhmad 

Haries 

Karakteristik 

Hukum dalam 

Surat Edaran 

Mahkamah Agung 

(SEMA) dari 

Tahun 2015 

Hingga 2022 

Terkait 

Perlindungan Hak 

Anak 

Pascaperceraian 

pada Peradilan 

Agama 

Persamaannya 

ada pada Tema 

yang dikaji 

yakni mengenai 

nafkah anak 

fokus bahasan pada 

penelitian terdahulu 

karakteristik hukum 

SEMA tentang 

perlindungan hak 

anak pasca perceraian 

pada peradilan 

agama, sedangkan 

penulis membahas 

mengenai alasan 

hukum yang dipakai 

hakim ketika di 

persidangan dalam 

menetapkan nafkah 

anak pasca perceraian 

yang dianalisis 

menggunakan teori 

keadilan Gustav 

Radbruch. 
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Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan penelitian penulis memiliki 

beberapa perbedaan dengan penelitian lain, meskipun ada beberapa kesamaan 

mengenai objek yang akan diteliti dan metode yang dipakai dalam melakukan 

penelitian. Penulis dalam penelitian ini akan membuat pembahasan dari SEMA 

Nomor 03 Tahun 2015 mengenai penambahan nafkah anak. Studi dilakukan pada 

3 Putusan Pengadilan Agama Bondowoso, yakni Putusan Nomor 

96/Pdt.G/2023/PA.Bdw, Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2021/PA.Bdw, Putusan 

Nomor 0788/Pdt.G/2021/PA.Bdw. 

H. Sistematika Pembahasan 

Sistematika dalam penelitian ini memiliki tujuan agar memudahkan 

penyusunan dalam penelitian. Penulis dalam penelitian ini menyusun sistematika 

pembahasan yang saling berkaitan sebanyak empat bab, bab tersebut terdiri dari: 

BAB I: Pendahuluan. Bagian ini terdapat pendahuluan yang 

menggambarkan batasan masalah dan dijelaskan Inti permasalahan. Pada 

penelitian penulis ini masalahnya ada pada penambahan nafkah anak sebesar 2,5% 

- 5% dari yang telah ditetapkan, diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan. 

Dalam bagian ini juga mencantumkan rumusan masalah yang nantinya 

akan menjadi acuan dalam melakukan penelitian. Dalam bagian ini, selanjutnya 

ada mengenai tujuan penelitian yang isinya adalah tolak ukur akan penelitian 

apakah sudah tercapai atau belum. Selanjutnya, pada bagian ini terdapat juga 

manfaat penelitian yang menjabarkan akan bergunanya hasil penelitian yang 

pembatasannya dibatasi sebatas rumusan masalah dan tujuan penelitian. Definisi 
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operasional dicantumkan untuk menyamakan persepsi mengenai judul penelitian. 

Selain itu, pada bagian ini terdapat metode penelitian yang akan digunakan 

penulis dalam menyusun penelitian. Selanjutnya terdapat penelitian terdahulu 

yang merupakan informasi mengenai inti pembahasan dari penelitian terdahulu 

untuk membedakan dari penelitian lainnya. Selanjutnya untuk sistematika 

pembahasan digunakan untuk menjabarkan pembahasan yang akan dipakai dalam 

penelitian ini. 

BAB II: Tinjauan Pustaka. Dalam bab 2 tersebut terdapat kerangka teori 

yakni informasi atau ilmu yang nanti dipakai untuk menjadi pisau analisis 

penulisan. Teori yang penulis ambil dalam penelitian ini ialah menggunakan teori 

keadilan Gustav Radbruch sebagai pisau analisisnya, yang nantinya akan 

menganalisis putusan – putusan di Pengadilan Agama Bondowoso dari tahun 

2021 – 2023 mengenai penerapan SEMA Nomor 03 Tahun 2015 Tentang 

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 

Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada putusan – putusan di 

Pengadilan Agama Bondowoso, referensi utama dari penulisan ini yakni Putusan 

Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Bdw, Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2021/PA.Bdw, 

Putusan Nomor 0788/Pdt.G/2021/PA.Bdw. 

BAB III: Hasil penelitian dan pembahasan. menjawab semua rumusan 

masalah dengan cara menjabarkan hasil analisis disertai data pendukung dari 

bahan hukum yang telah dikumpulkan. Penulis menjabarkan mengenai temuannya 

dari putusan - putusan yang peneliti ambil yakni Putusan Nomor 

96/Pdt.G/2023/PA.Bdw, Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2021/PA.Bdw, Putusan 
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Nomor 0788/Pdt.G/2021/PA.Bdw untuk dijadikan bahan hukum primer yang 

kemudian dianalisis ratio decidendinya menggunakan teori keadilan Gustav 

Radbruch.  

BAB IV: Penutup. Pada bagian ini penulis menyampaikan kesimpulan dan 

sarannya setelah dilakukannya analisa pada bahan hukum yang telah 

dikumpulkan. Kesimpulan berisi poin – poin jawaban dari rumusan masalah yang 

dicantumkan, untuk saran penulis akan memberikan saran ke pihak yang 

berwenang memutus perkara tersebut dan kepada peneliti selanjutnya dalam 

melakukan penelitian. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kedudukan SEMA 

Surat Edaran Mahkamah Agung merupakan peraturan yang dikeluarkan 

oleh Mahkamah Agung berdasarkan kewenangannya untuk meminta keterangan 

dan memberikan perunjuk kepada pengadilan di bawahnya.28 Pada Mulanya 

SEMA dibuat dengan dasarnya yakni Pasal 12 ayat 3 Undang – Undang Nomor 1 

Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan, dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung 

Indonesia29 yang  menyatakan bahwa segala sesuatu di lingkup pengadilan diawasi 

oleh Mahkamah Agung termasuk perilaku hakim. Dalam hal ini Mahkamah 

Agung melakukan pengawasan melalui teguran, peringatan, maupun pedoman 

dengan mengeluarkan peraturan ataupun surat edaran. Jika melihat definisi dari 

Mahkamah Agung dalam peraturan perundang – undangan, Mahkamah agung 

merupakan salah satu pelaksana dalam kekuasaan kehakiman yang sesuai dengan 

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengertian 

tersebut, termaktub dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2004 

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang 

Mahkamah Agung.30 

                                                             
28 Hansen Reonald Cendrawan, Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung Sebagai Dasar 

Hukum Dalam Putusan Tentang Merek, 2018, http://repository.ubaya.ac.id/33366/.  
29 Pasal 12 ayat 3 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan, dan Jalan 

Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia 
30 Pasal 1 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung 
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Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA sebagai pedoman pelaksanaan 

hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya bagi para hakim dan aparat 

penegak hukum.31 SEMA berfungsi sebagai beleidsregel atau pedoman kebijakan 

dalam pelaksanaan peradilan, tetapi juga dapat mengatur mengenai hukum acara 

atau menciptakan hukum baru untuk mengisi kekosongan hukum.32 Jika mengacu 

pada undang – undang, Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut untuk 

kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila undang – undang tidak 

mengaturnya. Hal tersebut termaktub dalam Pasal 79 Undang - Undang Republik 

Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.33  

Jika melihat pada bagian penjelasannya, dinyatakan bahwa apabila 

ditemukan kekurangan atau kekosongan hukum, maka Mahkamah Agung 

memiliki kewenangan untuk mengatur kekosongan hukum tersebut. Peraturan 

yang dibuat dihasilkan Mahkamah Agung tidak disamakan dengan peraturan yang 

dibuat oleh pembentuk undang – undang. Penyelenggaraan peradilan yang 

dimaksud adalah mengenai hukum acara secara keseluruhan dan tidak akan 

mencampuri ataupun melebihi pengaturan tentang hak dan kewajiban masyarakat 

pada umumnya.34 Aturan tersebut yang menjadi acuan dalam mengetahui 

kedudukan SEMA dan kewenangannya pada undang – undang. 

                                                             
31 Fernando Situmorang, Ramlani Lina, and Sinaulan Mohamad, “Kajian Hukum Tentang 

Kedudukan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Atas Undang - Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 

2004,” Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif 22, no. June 2023 (2022). 
32 Yuda Asmara, “Kedudukan SEMA Terhadap Suatu Undang-Undang,” Hukumonline.com, 2019, 

https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-sema-terhadap-suatu-undang-undang-

lt5da3d5db300a9. 
33 Pasal 79 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah 

Agung 
34 Penjelasan atas Pasal 79 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang 

Mahkamah Agung 
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Mengenai kedudukan SEMA dalam hierarki peraturan perundang – 

undangan berada di bawah undang – undang, tidak setara maupun lebih tinggi 

kedudukannya dari undang – undang. SEMA memiliki kekuatan hukum mengikat 

apabila diperintahkan oleh peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi atau 

dibentuk berdasarkan kewenangan. Hal tersebut berdasarkan Pasal 8 ayat (2) 

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang – Undangan.35 SEMA mengikat hanya ke dalam lingkungan peradilan 

saja, sedangkan undang – undang adalah aturan hukum tertinggi di bawah Undang 

– Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berkekuatan hukum 

mengikat terhadap seluruh warga negara Indonesia. Oleh karena itu, SEMA tidak 

boleh bertentangan dengan undang – undang, dan apabila terjadi 

ketidakharmonisan antara SEMA dengan undang – undang, maka undang – 

undang yang harus di prioritaskan.  

SEMA dikategorikan sebagai peraturan kebijakan jika melihat dari segi 

penamaan menurut Jimmly Asshidiqie. Hal tersebut didasari tanpa melihat dasar 

hukum dalam berlakunya surat edaran, sehingga membuatnya dikategorikan 

sebagai peraturan kebijakan. Disebut sebagai peraturan kebijakan karena SEMA 

berlaku hanya untuk lingkup internal saja, hal tersebut sesuai dengan sifat dari 

peraturan kebijakan.36 Dari beberapa alasan tersebut maka dapat disimpulkan 

bahwa SEMA adalah peraturan kebijakan, selama undang – undang tidak 

                                                             
35 Pasal 8 ayat (2) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang – Undangan. 
36 Vestwansan Dipa Prasetya., “Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan” 

VII, no. I (2020): 2. 
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mengaturnya. SEMA dapat diakui sebagai peraturan perundang – undangan 

apabila SEMA berupa keputusan yang tertulis dengan bentuk tertentu, dibentuk 

oleh lembaga negara berdasarkan kewenangan undang – undang, norma 

hukumnya untuk keperluan orang banyak bukan untuk pribadi tertentu, dan 

SEMA tersebut telah diatur dalam peraturan perundang – undangan.37 

Jika Melihat dari pengertian hukum positif, SEMA merupakan salah satu 

hukum positif. Hal tersebut sesuai dengan pengertian hukum positif yang 

dikemukakan oleh Bagir Manan, yakni sekumpulan kaidah hukum dan asas – asas 

hukum, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dan berlaku saat ini. Mengikat 

secara khusus maupun umum dan pengadilan ataupun pemerintah menegakkan.38 

Dalam hal kewenangan, SEMA didasarkan pada kewenangan pengaturan 

Mahkamah Agung, yang meliputi fungsi administrasi, pemberian nasihat, 

pengawasan, dan peradilan.39 

Mengenai penambahan nafkah anak, Mahkamah Agung mengeluarkan 

pedoman pada butir 14 SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan 

Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai 

Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa  

                                                             
37 Vestwansan Dipa Prasetya. Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 2. 
38 Bagir Manan, Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik) (Yogyakarta: FH UII Press, 

2004). 
39 Raihan Andhika Santoso, Elan Jaelani, and Utang Rosidin, “Kedudukan Dan Kekuatan Hukum 

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Indonesia,” Deposisi : Jurnal 

Publikasi Ilmu Hukum 1, no. 4 (2023). 
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“Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan 

penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang telah 

ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan.”40 

Penambahan tersebut dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan fluktuasi 

nilai uang dan kebutuhan anak yang semakin meningkat seiring dengan 

pertambahan usianya. Pengaturan lebih lanjut mengenai nafkah anak tersebut 

dilakukan karena untuk menjamin kesejahteraan dan melindungi masa depan anak 

yang sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 

Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak.41  

Dengan SEMA tersebut penulis ingin mengetahui alasan hukum atau 

ratio decidendi yang digunakan hakim untuk sampai pada putusannya, khususnya 

mengenai penetapan penambahan nafkah anak. Putusan yang dimaksud adalah 3 

putusan dari Pengadilan Agama Bondowoso, yakni putusan Nomor 

96/Pdt.G/2023/PA.Bdw., Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2021/PA.Bdw., Putusan 

Nomor 0788/Pdt.G/2021/PA.Bdw.  

B. Nafkah Anak 

Nafkah menurut KBBI adalah penghidupan mencakup seluruh kebutuhan 

manusia yang mencakup tiga aspek penting: sandang, pangan, papan, serta 

                                                             
40 Butir 14 SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno 

Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan 
41 Pasal 23 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – 

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 
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kebutuhan yang berkaitan dengannya.42 Nafkah adalah tanggung jawab seseorang 

yang dikeluarkan untuk orang lain. Jika melihat pada al-Qur’an dan Hadits, 

nafkah terdiri dari sandang, pangan, dan papan.43 Bahkan dalam 

perkembangannya, biaya perawatan merupakan bagian dari nafkah.44 Hak isteri 

(meskipun dalam keadaan kaya) dan anak dalam mendapatkan pangan, sandang, 

papan serta beberapa kebutuhan lainnya disebut juga nafkah45. Perceraian adalah 

terlepasnya tanggung jawab akan perkawinan karena putusanya ikatan pernikahan 

pasangan rumah tangga dalam rangka membangun keluarga yang bisa hidup 

bersama selamanya. Dalam hal ini antara suami maupun isteri tidak halal lagi 

bergaul sebagaimana pasangan yang telah melangsungkan pernikahan.46 Dari 

definisi yang telah dicantumkan, nafkah pasca perceraian adalah segala kebutuhan 

manusia yang wajib dipenuhi manntan suami kepada mantan isterinya setelah 

terjadi putusnya ikatan pernikahan. 

Putusnya ikatan perkawinan yang disebabkan pengajuan permohonan 

cerai talak oleh suami, suami diberi kewajiban berupa nafkah mut‘ah kecuali isteri 

dalam keadaan berhubungan layaknya suami isteri, memberi nafkah iddah isteri 

nusyuz, mahar dilunasi setengahnya apabila belum melakukan hubungan 

selayaknya suami isteri, dan memeberikan biaya untuk mengasuh anak sampai 

                                                             
42 Fatakh, “Nafkah Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam.” 59. 
43 Faridatus Suhadak and Ibnu Hambal Puri Setiawan, “Nafkah Rekreasi Sebagai Penunjang 

Keharmonisan Keluarga Perspektif Dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang” 14, no. 2 (2019): 1–13. 
44 Ch. Mufidah, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, UIN Maliki Press (UIN Maliki 

Press, 2013). 126. 
45 Hafid, Mallarangan, and Yamani, “Kaidah Fiqih Tentang Nafkah Dalam Perkawinan.” 454. 
46 Azizah, “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam.” 417. 
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dewasa.47 Dari ketentuan tersebut ada beberapa jenis nafkah pasca perceraian, 

yakni mut’ah, nafkah iddah, nafkah madhiyah, dan nafkah anak. 

Nafkah Mut’ah merupakan Nafkah penghibur yang diberikan suami 

kepada isterinya sebagai penghibur. Menurut Wahbah  Nafkah wajib kepada 

isteri oleh suaminya apabila belum berhubungan badan. Hal tersebut termaktub 

dalam Pasal 149 huruf a KHI. Syarat lain ada pada Pasal 158 KHI mengenai 

nafkah mut’ah kepada isteri wajib dalam keadaan suami belum ditetapkan 

maharnya setelah melakukan hubungan badan dan perceraian tersebut adalah 

kemauan suami.48 

Iddah artinya masa tunggu isteri untuk tidak menikah dengan laki – 

laki lain. Nafkah iddah diberikan apabila isteri tidak dijatuhi talak ba’in atau 

nusyuz dan tidak sedang hamil. Dasar hukumnya sesuai dengan Pasal 152 KHI 

yang menyatakan, mantan isteri apabila dalam keadaan tidak nusyuz kepada 

suaminya, maka isteri memiliki hak untuk mendapat nafkah iddah.49 

Nafkah madhiyah yaitu nafkah lampau. Nafkah madhiyah tidak dapat 

diminta mantan istri ketika mereka masih menikah.50 Mantan istri berhak 

menuntut nafkah ini ketika proses persidangan. Dalam hukum positif, 

Ketentuan Pasal 41 huruf c Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

                                                             
47 Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam. 
48 Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam. 
49 Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam. 
50 Rachmi Sulistyarini, “Nafkah Madliyah Dalam Perkara Perceraian,” Brawijaya Law Student 

Journal, 2015, 6. 
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Perkawinan pengadilan dapat memberi kewajiban mantan suami untuk 

memberikan nafkah atau sesuatu kewajiban untuk mantan isteri.51  

Nafkah anak adalah nafkah yang diberikan oleh orang tuanya kepada 

anak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mengenai kewajiban orang tua 

mengenai nafkah anak ada pada Pasal 41 Undang Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan yang pada intinya orang tua tetap dibebankan 

tanggung jawab untuk merawat, memberikan pendidikan, dan biaya untuk 

memenuhi kebutuhan hidup serta pendidikan menjadi tanggungan ayahnya. 

Dalam hal ini, ibu ikut membantu memenuhi kebutuhan tersebut apabila ayah 

tidak mampu dengan dilihat kondisinya.52 Mantan suami diberi tanggung jawab 

nafkah dalam hal pengasuhan anak sampai dewasa. Hal tersebut termaktub 

dalam Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam. Pada pasal lain, yakni 

termaktub dalam Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan 

mengenai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anak pasca perceraian 

dibebankan kepada ayahnya.53  

Jika melihat ukuran atau kadar nafkah anak,َ  Wahbah az-Zuhaili 

memberikan penjelasan yang menyatakan :  

“para ulama sepakat bahwa nafkah kerabat, baik anak dan cucu 

ditentukan dengan ukuran kecukupan, baik dalam roti, lauk, minuman, pakaian, 

                                                             
51 Pasal 41 huruf c Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
52 Pasal 41 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
53 Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam 
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tempat tinggal, maupun ASI jika masih menyusu sesuai dengan ekonomi 

penanggung.”54 

Ketentuan tersebut menerangkan mengenai nafkah yang diberikan 

kepada anak baik berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal sesuai dengan 

kemampuan yang bertanggung jawab akan pemenuhan nafkah tersebut. 

Mahkamah Agung juga memberikan ketentuan yang diberikan melalui 

surat edaran yang dikeluarkan untuk mengatur mengenai nafkah anak yakni 

pada butir 14 SEMA Nomor 3 Tahun 2015 yang memuat, mengenai nafkah 

anak hendaknya ditambah 10% - 20% per tahun dari yang telah ditetapkan, 

diluar biaya pendidikan dan kesehatan. Beberapa pengaturan atau ketentuan 

tersebut dilakukan demi menjamin dan memperhatikan masa depan anak dalam 

menjalani kehidupannya di masa yang akan datang. 

C. Teori Keadilan Gustav Radbruch 

Keadilan berasal dari kata adl, merupakan serapan dari Bahasa Arab 

yang artinya mengambil sikap serta berperilaku dalam kesepadanan. Keadilan 

dimaknai bersikap kepada seseorang sesuai dengan haknya. hak yang dimaksud 

dimaknai bahwa derajatnya di mata Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu 

seseorang harus diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya.55 Dalam hal 

ini penulis akan menggunakan teori keadilan Gustav Radbruch untuk dijadikan 

pisau analisis akan fenomena yang dibahas. 

                                                             
54 Wahbah Az-Zuhaili, “Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10” (Jakarta: Darul Fikir, n.d.), 

142. 
55 Afifa Rangkuti, “Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam.” 
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yakni Gustav Radbruch Seorang pakar hukum serta filsuf hukum Jerman 

dan mantan Menteri Kehakiman Jerman pada masa awal Republik Weimar. 

Radbruch dianggap sebagai salah satu filsuf hukum paling berpengaruh di abad 

ke-20.56 

Radbruch lahir pada tanggal 21 November 1878 di Lubeck, Jerman. 

Gustav merupakan anak dari pedagang kaya. Pada tahun 1898 Gustav belajar 

hukum di Munich, Leipzig, dan Berlin. Ia lulus ujian advokat di Berlin pada tahun 

1901, dan pada tahun berikutnya ia meraih gelar doktor dengan disertasi tentang 

"The Theory of Adequate Causation". Pada tahun 1903, ia memperoleh kualifikasi 

untuk mengajar hukum pidana di Heidelberg. Pada tahun 1904, ia diangkat 

sebagai Profesor hukum pidana, hukum acara, dan filsafat hukum di Heidelberg. 

Radbruch menyerap dari Immanuel Kant yakni aliran Neo – Kantiant 

yang mengatakan bahwa norma moral itu mengikat dan tanpa melihat apakah 

norma tersebut menghasilkan keuntungan ataupun tidak. Gustav Radbruch Pada 

tahun 1910 menerbitkan buku dengan judul "Einführung in die 

Rechtswissenschaft" (Pengantar Hukum). Selanjutnya, yakni tepatnya tahun 1932 

menerbitkan karyanya dengan judul "Rechtsphilosophie" (Filsafat Hukum). 

Gustav pada tahun ini mulai ikut serta dalam politik dengan ikut dalam Partai 

Rakyat Progresif (Fortschrittliche Volkspartei). 

Mundur ke tahun 1914, saat itu Gustav Radbruch menerima tawaran 

untuk menjadi profesor madya di Konisberg. Namun, Gustav hanya mendapat 

                                                             
56 Amy Tikkanen and Grace Young, “Gustav Radbruch,” Britannica, 2022, 

https://www.britannica.com/biography/Gustav-Radbruch. 
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posisi yang tidak tetap karena keikutsertaan pada PD I. Gustav ikut serta menjadi 

bagian dari Partai Sosial Demokrat Jerman (SPD) pada tahun 1918. Kemudian 

tahun berikutnya Gustav mendapat tawaran untuk menjadi guru besar di Kiel, 

yang pada mulanya tidak sejalan dengan kepakaran Gustav yakni sebagai profesor 

dalam hukum publik. Tidak lama dari kejadian tersebut, Gustav mendapat 

persetujuan untuk menjadi profesor dalam hukum pidana.57 

Peristiwan yang menjadi bagian terpenting dalam kehidupan Gustav 

Radbruch yakni kudeta kekuatan radikal yang dipimpin oleh Wolfgang Kapp 

untuk melwan Kekaisaran Berlin. Dalam kejadian itu Gustav Radbruch menjadi 

sangat dihormati oleh kaum sosial demokrat. Pada masa ini Gustav menjabat 

menjadi Menteri Kehakiman Kekaisaran selama 2 kali. Setelah usai menjabat 

sebagai Menteri Kehakiman Kekaisaran Gustav berkeinginan untuk kembali ke 

Universitas Kiel untuk menggeluti bidang akademis lagi.  

Setelah kembali dalam bidang akademis, Gustav diangkat menjadi dekan 

Fakultas Hukum pada tahun 1926 dan pada tahun yang sama dia juga mendapat 

tawaran dari Heidelberg. Setelah kembali ke Heidelberg Gustav menulis edisi 3 

dan akhir bukunyan dengan judul "Legal Philosophy". Selain itu ia juga ditawari 

untuk menjadi profesor di Berlin, namun Gustav tidak mau 

menerimanya. Selanjutnya, lebih tepatnya pada tahun 1933 ia diberhentikan dari 

jabatannya sebagai profesor karena alasan politik. Gustav tetap memilih untuk 

menetap di Jerman akan tetapi mengenai penerbitan bukunya ia melalui luar 

                                                             
57 Robert Alexy, “Gustav Radbruch,” Kiel University, n.d., https://www.uni-kiel.de/grosse-

forscher/index.php?nid=radbruch&lang=e. 
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negeri. Namun, ia dapat melakukan kunjungan belajar selama satu tahun ke 

University College di Oxford pada tahun 1935 - 1936, yang dicatat dalam 

bukunya "Der Geist des enlischen Rechts" (The Spirit of English Law). Pada 

tahun yang sama yakni tahun 1945 Gustav mendapatkan kembali jabatannya 

sebagai dekan di Heidelberg setelah perang. Pada masa ini Gustav menerbitkan 

beberapa karya yang terkenal seperti esai dengan judul "Gesetzliches Unrecht und 

übergesetzliches Recht" (Ketidakadilan hukum dan hukum tidak diatur oleh 

hukum), dan pada akhirnya Gustav menutup usianya di Heidelberg yang pada saat 

itu berumur 71 tahun.58 

Berangkat dari biografi tersebut, Gustav  Radbruch mengungkapkan  tiga  

nilai  dasar  dalam  hukum  yakni  adanya  nilai keadilan (gerechtigkeit), 

kemanfaatan (zweglassigkeit), dan kepastian hukum (rechtssicherheit). 

Terciptanya aturan hukum ideal diperoleh dari terpenuhinya 3 nilai dasar tersebut 

yang kemudian diintegrasikan.59 

Berangkat dari hal tersebut, Gustav Radbruch memberikan pengertian 

mengenai keadilan yakni sebagai berikut : 

a) Keadilan sebagai keutamaan atau kebajikan (Gerechtigkeit). Dalam 

hal ini. Pendirian, pandangan dan keyakinan merupakan keadilan 

subjektif sebagai keadilan sekunder yang diarahkan kepada 

terciptanya atau terbentuknya keadilan objektif yang merupakan 

                                                             
58 Alexy. Gustav Radbruch. 
59 Nuraida Fitrihabi, Rafikah, and Ardian Kurniawan, “Kepastian Hukum, Kemanfaatan Dan 

Keadilan Pemidanaan Kejahatan Asal Usul Perkawinan (Analisis Putusan No. 

387/Pid.B/2021/PN.Jmb),” Al - Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam 7, no. 387 (2021): 485. 
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keadilan primer atau utama. Ketulusan akan kebenaran ditujukan 

terhadapa kebenaran. Keadilan objektif yang dimaksud ini juga 

masih menjadi pertanyaan. Tetapi obyek yang dimulai dari keadilan 

obyektif tidaklah sama dengan obyek keputusan tentang nilai batin 

ditujukan. Manusia selalu dianggap baik secara moral baik berupa 

watak, keinginan, dan sentimen manusia. Tata sosial yang ideal 

merupakan cita – cita dari hukum.60 

b) Keadilan menurut ukuran hukum positif dan keadilan menurut Cita 

Hukum (rechtsidee). Makna tersebut berarti sumber keadilan berasal 

dari hukum positif dan cita hukum. 61 

c) Inti dari keadilan adalah kesamaan (Gleichheit). Dalam hal ini 

Radbruch mengikuti pandangan Aristoteles dan membagi keadilan 

menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif. Makna 

mengenai persamaan disini memiliki banyak makna. Yang dimaksud 

dengan keadilan komutatif adalah persamaan ini misalnya antara 

upah yang diberikan melihat kerjanya sehingga bisa disebut adil, 

ganti rugi akan kerugian yang disebabkan. keadilan komutatif adalah 

perlakuan yang dikenai kepada seseorang tanpa melihat jasa – jasa 

yang telah diberikan.62 Sedangkan Keadilan distributif adalah 

keadilan yang menuntut para pihak mendapatkan apa yang menjadi 

haknya secara proporsional. Hak yang dimaksud dalam hal ini 

                                                             
60 Gustav Radbruch and So Woong Kim, Legal Philosophy, 3rd ed. (Seoul: Sam Young Sa, 2022). 

73. 
61 Radbruch and Kim. Legal Philosophy, 74 
62 Radbruch and Kim. Legal Philosophy, 74 - 76 
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misalnya tagihan mengenai pajak yang harus dibayarkan dengan 

melihat kemampuan orangnya, hiburan disesuaikan dengan 

kebutuhan dan keadaannya, maupun hukuman yang sesuai dengan 

apa yang telah diperbuat atau dilanggar. 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hukum Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Perundang – 

Undangan Di Indonesia  

Nafkah Anak Merupakan segala sesuatu baik berupa sandang, pangan, 

dan papan yang diberikan oleh orang tuanya kepada anak untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Pemberian nafkah tersebut harus diperhatikan untuk 

menjamin keberlangsungan hidupnya dan memenuhi kebutuhannya. Maka dari 

itu, mengenai kewajiban orang tua mengenai nafkah anak diatur pada Pasal 41 

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada intinya 

orang tua tetap dibebankan tanggung jawab untuk merawat, memberikan 

pendidikan, dan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup serta pendidikan 

meskipun telah bercerai. Dalam hal ini, ibu ikut membantu memenuhi kebutuhan 

tersebut apabila ayah tidak mampu dengan dilihat kondisinya.63  

Selanjutnya dalam Pasal 45 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan64 menyatakan bahwa mengenai pemeliharaan anak menjadi 

kewajiban kedua orang tua, kewajiban yang dimaksud berlaku sampai anak 

tersebut kawin atau mandiri. Tanggung jawab tersebut tetap berlaku meskipun 

kedua orang tua telah putus ikatan perkawinannya atau bercerai. Dari beberapa 

peraturan tersebut, dapat diketahui bahwa orang tua tetap memiliki kewajiban 

untuk memenuhi hak anaknya meskipun dalam keadaan bercerai atau terputus 

                                                             
63 Pasal 41 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
64 Pasal 45 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
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ikatan perkawinannya, dalam hal ini hak yang dimaksud salah satunya adalah 

nafkah.  

Dalam undang – undang yang lain, mengenai kewajiban orang tua 

terhadap anaknya ada pada Pasal 26 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak65 yang menyatakan bahwa : 

“(1)  Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :  

1. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; 

2. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, 

3. dan minatnya; danmencegah terjadinya perkawinan pada usia anak 

anak. 

(2)  Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau 

karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung 

jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” 

Dalam Pasal 9 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga66 juga memberi pengaturan 

mengenai larangan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, termasuk 

anak, yang berhak mendapatkan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan. 

Jika melihat pada Kompilasi Hukum Islam, diatur mengenai nafkah anak 

dalam Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam67 yang menyatakan bahwa suami  

wajib memberikan nafkah bagi istri dan anak untuk keperluan rumah tangga 

sesuai dengan kemampuannya. Dalam pasal yang sama disebutkan mengenai 

                                                             
65 Pasal 26 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
66 Pasal 9 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga 
67 Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam 
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tanggungan suami pada Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang 

menyatakan bahwa : 

“Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : 

a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; 

b. biaya ramah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi 

isteri dan anak; 

c. biaya pendididkan bagi anak.”68 

Dalam Pasal lain pengaturan mengenai kewajiban ayah dalam memenuhi 

nafkah anak terdapat dalam Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam69 yang 

menyatakan bahwa kewajiban ayah untuk menanggung semua biaya hadhanah 

dan nafkah anak sesuai dengan kemampuannya, sekurang – kurangnya sampai 

anak tersebut dewasa atau mandiri (21 tahun).  

Kadar atau ukuran nafkah anak yang ideal tidak dijelaskan secara detail 

dalam undang – undang maupun KHI.70 Pengaturan mengenai nafkah anak hanya 

dijelaskan bahwa nafkah yang diberikan kepada anak memperhatikan mengenai 

kebutuhan anak dan kemampuan ayah secara proporsional. Jika melihat Pada 

Pasal 156 huruf f  Kompilasi Hukum Islam71 dalam menetapkan jumlah biaya 

untuk pemeliharaan dan pendidikan anak – anak pengadilan harus mengingat 

kemampuan ayahnya. 

Jika melihat pada SEMA, mengenai nafkah anak Mahkamah Agung 

mengeluarkan beberapa pedoman yang mengatur mengenai penetapan nafkah 

                                                             
68 Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam 
69 Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam 
70 Harvin and Liza Priandhini, “Pengaturan Hukum Pemberian Nafkah Anak Setelah Perceraian 

Orang Tua Dalam Undang-Undang Perkawinan,” Jurnal Kertha Semaya 9, no. 12 (2021): 2466–

78, https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i12.p17. 
71 Pasal 156 huruf f Kompilasi Hukum Islam 
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anak. Untuk keluarga dengan agama islam, khususnya mengenai penetapan 

mut’ah, nafkah anak dan nafkah iddah harus dipertimbangkan berdasarkan 

kemampuan suami yang dilihat dari berapa lama perkawinan berlangsung dan gaji 

yang diterima suami dari perkerjaannya. Hal tersebut didasari oleh Angka 16 

Kamar Agama Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 

Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai 

Pedoman Pelaksaan Tugas Bagi Pengadilan72.  

Lalu setelah munculnya aturan tersebut, pada tahun 2018 terdapat 

ketentuan mengenai kewajiban suami dalam memberi nafkah pasca perceraian, 

dan hakim dalam memberikan penetapan harus melihat peristiwa yang sebenarnya 

terjadi dan dipikirkan mengenai keadilannya untuk segala keperluan penghidupan 

bagi anak dan isteri. Dalam hal ini yang dipertimbangkan mengenai nafkah iddah, 

mut’ah, nafkah Madhiyah, dan nafkah anak. Hal tersebut berdasarkan Lampiran 

pada butir 2 Hukum Keluarga Rumusan Kamar Agama Surat Edaran Mahkamah 

Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno 

Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi 

Pengadilan73 yang menyatakan bahwa : 

Nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah anak 

menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam surat Edaran 

Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 Angka 16 sehingga berbunyi : 

“Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut’ah, dan 

nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan 

                                                             
72 Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum 

Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksaan Tugas Bagi Pengadilan 
73 Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan 

Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan 

Tugas Bagi Pengadilan 
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dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan 

dasar hidup isteri dan/atau anak”. 

Dari ketentuan tersebut, suami diberi kewajiban untuk memenuhi segala 

keperluan yang dibutuhkan isteri dan anak untuk penghidupan sesuai 

kemampuannya dan disesuaikan dengan kebutuhan anaknya. 

Dalam menjamin masa depan anak, Mahkamah Agung mengeluarkan 

SEMA agar penetapan mengenai nafkah anak dapat menyesuaikan dengan 

fluktuasi nilai uang dan kebutuhan anak yang semakin meningkat seiring dengan 

pertambahan usianya. Pengaturan yang dimaksud menyatakan bahwa : 

“Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan 

penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di 

luar biaya pendidikan dan kesehatan.”74 

Hal tersebut termaktub dalam butir 14 Kamar Agama SEMA Nomor 3 

Tahun 2015. Penambahan tersebut dimaksudkan untuk menjamin kesejahteraan 

dan melindungi masa depan anak yang sejalan dengan Pasal 23 ayat (1) Undang – 

Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.75 

Berkaitan dengan menjamin kesejahteraan dan melindungi masa depan 

anak untuk mendapatkan haknya, dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui 

ratio decidendi hakim dalam menetapkan penambahan terhadap nafkah anak yang 

tidak sejalan dengan anjuran Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 03 Tahun 

                                                             
74 butir 14 Kamar Agama SEMA Nomor 3 Tahun 2015 
75 Pasal 23 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – 

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 



42 

 

 

 

2015 pada 3 putusan di Pengadilan Agama Bondowoso serta akan dikaji 

keadilannya menggunakan teori keadilan Gustav Radbruch. 

B. Penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penambahan Nafkah 

Anak Pasca Perceraian Pada Putusan – Putusan Di Pengadilan Agama 

Bondowoso Dalam Perspektif Keadilan Gustav Radbruch 

Pengadilan Agama Bondowoso adalah Pengadilan Agama Kelas I yang 

terletak di daerah Kabupaten Bondowoso dengan luas wilayah 1.518.774 Km 

persegi dengan Jumlah Penduduk 781.417 jiwa dengan rata - rata pengeluaran per 

kapita sebulan sebesar Rp. 854.506,- pada tahun 2021dan Rp. 919.511,- pada 

tahun 202276 untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari - hari. Menurut data dari 

BPS pada tahun 2022, Jumlah perkara di Bondowoso sebanyak 2.921 perkara 

yang telah diputus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.721 merupakan perkara 

perceraian yang terdiri dari 449 kasus merupakan perkara cerai talak dan 1272 

kasus merupakan perkara cerai gugat.77 Menurut data dari website Direktori 

Putusan Mahkamah Agung di Pengadilan Agama Bondowoso dalam 3 tahun 

terakhir, yakni pada tahun 2021 – 2023 mengenai penetapan nafkah anak dalam 

perkara perceraian ditemukan sejumlah 1642 penetapan. Dari penetapan – 

penetapan tersebut pada tahun 2021 – 2023, penulis mengambil 3 putusan yang 

menarik perhatian penulis untuk dikaji ratio decidendinya mengenai penetapan 

nafkah anak, putusan tersebut yakni Putusan Nomor : 96/Pdt.G/2023/PA.Bdw, 

                                                             
76 BPS, “Kabupaten Bondowoso Dalam Angka 2023,” Bappeda Provinsi Jawa Timur, 2020, 357. 
77 BPS. Kabupaten Bondowoso Dalam Angka 2023, 174. 
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Putusan Nomor : 1526/Pdt.G/2021/PA.Bdw, Putusan Nomor: 

0788/Pdt.G/2021/PA.Bdw. 

Hal tersebut menjadi menarik dikarenakan putusan – putusan yang 

penulis temukan adalah putusan mengenai perkara perceraian, yang mana hakim 

menetapkan mengenai nafkah anak ditambah 2,5% - 5% tiap tahunnya dari yang 

telah ditetapkan, diluar biaya untuk keperluan pendidikan dan kesehatan anaknya. 

Namun, jika melihat SEMA Nomor 03 Tahun 2015 mengenai nafkah anak 

hendaknya nafkah anak setiap tahunnya ditambah sebanyak 10% - 20% yang 

hakim tetapkan, diluar biaya untuk keperluan pendidikan dan kesehatan anak. 

1. Gambaran Umum Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Bdw. 

b. Gambaran Kasus 

Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 

96/Pdt.G/2023/PA.Bdw. adalah perkara cerai talak yang telah didaftarkan 

pada tanggal 16 Januari 2023 di Pengadilan Agama Bondowoso. Suami 

sebagai pemohon mengajukan permohonan perihal perkara cerai talak. Hal 

tersebut dilakukan disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran 

karena tidak ada kecocokan dalam pemikiran mengenai rumah untuk 

ditinggali antara kedua belah pihak, Suami dalam hal ini disebut sebagai 

Pemohon tidak setuju tinggal dirumah milik Orang Tua Termohon, dan 

Termohon tidak setuju mendiami rumah orang tua Pemohon. Kedua belah 

pihak juga telah pisah rumah, Pemohon pergi dari rumah yang mereka 

tempati sebelumnya ke rumah orang tua Pemohon. Masing – Masing 
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keluarga dalam perkara ini telah berusaha mendamaikan, akan tetapi 

belum bisa mendamaikannya. Oleh karena itu, pernikahan tersebut tidak 

dapat dilanjutkan dan sudah tidak harmonis lagi. Dari pernikahan tersebut, 

para pihak juga diketahui telah diamanahi 1 orang anak berjenis kelamin 

laki – laki berumur sepuluh bulan yang saat ini dalam asuhan termohon.78 

c. Pertimbangan Hukum 

Majelis Hakim Menetapkan Putusan Nomor 

96/Pdt.G/2023/PA.Bdw bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon 

dikabulkan. Dan hakim menetapkan bahwa pemohon (suami) diberikan 

izin untuk menalak termohon (isteri), yakni talak satu raj’i kepada 

termohon (isteri). Hal tersebut dikarenakan kedua belah pihak sudah tidak 

mungkin untuk disatukan kembali akibat dari adanya perbedaan pendapat 

sehingga menyebabkan pertengkaran tanpa henti dan tidak memungkinkan 

bersatu kembali sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) 

huruf f Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) 

Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 butir 4. 

Untuk hak asuh anak (hadhanah) yang baru berusia 10 bulan 

diberikan kepada termohon/penggugat rekonvensi hingga anak tersebut 

mumayyiz. Hal itu didasari karena anak tersebut selama hidup dengan 

termohon/penggugat rekonvensi dalam keadaan baik dan sehat, juga tidak 

ada hal yang menghalangi hak pemeliharaan. Mengingat 

                                                             
78 Putusan 96/Pdt.G/2023/PA.Bdw 
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termohon/penggugat rekonvensi yang selalu mengurus, memberi perhatian 

dan kasih sayang kepada anak tersebut, maka hak asuh anak ada pada 

ibunya (termohon). Hal tersebut sebagaimana termaktub dalam Pasal 105 

huruf a Kompilasi Hukum Islam. 

Hakim juga menetapkan mengenai nafkah suami wajib berikan 

kepada isteri dan anaknya berupa mut’ah, nafkah iddah, dan nafkah anak. 

Mengenai nafkah iddah didasari ketentuan pada Pasal 152 Kompilasi 

Hukum Islam. Untuk dasar hukum penetapan mengenai mut’ah didasari 

pada Pasal 149 huruf a KHI.  

Mengenai nafkah anak ditetapkan sejumlah Rp. 900.000,- setiap 

bulan diluar biaya untuk keperluan pendidikan dan kesehatan anak, dengan 

penambahan sebesar 5% tiap tahun dari yang telah ditetapkan. Nafkah 

diserahkan langsung kepada termohon sampai anak tersebut dewasa. 

Berdasarkan pertimbangan majelis hakim, untuk menjamin masa depan 

anak dan jika melihat pada Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam 

menyatakan bahwa “biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya” dan 

juga mengingat Pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak, maka orangtua berkewajiban dan 

bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan 

melindungi anaknya. Pertimbangan lainnya berdasarkan Pasal 156 huruf 

(d) Kompilasi Hukum Islam bahwa semua mengenai nafkah anak dan 

biaya untuk mengasuh anak dibebank kepada ayah dari anak tersebut, ibu 
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dapat membantu apabila kondisi ayah tidak memungkinkan untuk 

memenuhi tanggung jawab tersebut. Nafkah tersebut diberikan kepada 

anak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sampai ia dewasa atau mandiri. 

Jika dilihat dari Fiqh, hakim mempertimbangkan berdasarkan  

- Kitab I’anatut thalibin juz IV halaman 99: 

نْ ل هُ أ ب  و  أمُ  ف ن ف ق تهُُ ع ل ى أ ب    م 

“Anak yang masih punya bapak dan ibu, maka bapaknyalah yang 

wajib menafakahinya.” 

- Kitab Al Umm Juz V halaman 81 : 

اع  و  ن ف ق ة   ض  ل دِهِ مِنْ ر  حِ و   إنَِّ ع ل ى الأ بِ أ نْ ي قِيْم  بِالْمُؤْن ةِ فيِ إِصْلا 

ة   كِسْو  ة   و   و  خِدْم   

“Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan 

anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, 

pakaiannya dan perawatannya.” 

Mengingat anak berumur 10 bulan berada dalam asuhan 

ibunya sebagaimana diatur dalam pasal 156 huruf (f) KHI dan 

tergugat tidak keberatan untuk memenuhi nafkah tersebut. Maka 

perihal nafkah akan diberikan langsung kepada termohon setiap 

bulannya sampai anak dewasa/mandiri/ berumur 21 tahun.79 

                                                             
79 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Bdw 
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Penetapan hakim mengenai nafkah anak ditetapkan yakni 

Rp.900.000,- dengan penambahan sebanyak 5% tiap tahunnya dari 

yang telah ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan. 

menurut penulis penetapan tersebut sudah sesuai dengan keadilan 

sebagai keutamaan atau kebajikan yang dikemukakan oleh Gustav 

Radbruch. Hal tersebut karena jika melihat hasil survey yang 

dilakukan oleh BPS melalui survey Sosial Ekonomi Nasional 

(Susenas)80 yang menyatakan bahwa biaya hidup per orang di 

Kabupaten Bondowoso pada tahun 2022 berkisar Rp.900.000,- 

dengan tingkat inflasi pada tahun 2022 sebesar 5.5%. Dari data 

tersebut, dinilai sudah bisa mencukupi kebutuhan untuk hidup di 

Kabupaten Bondowoso meskipun dalam penetapan tersebut hanya 

ditetapkan 5% saja untuk penambahan nafkah anaknya. Selain itu, 

Mengingat kemampuan suami yang memiliki penghasilan tidak tetap 

sebagai pekerja proyek properti dengan jumlah penghasilan berkisar 

Rp. 2.000.000,- per bulannya. 

Akan tetapi, penetapan tersebut menurut penulis tidak sejalan 

dengan anjuran yang Mahkamah Agung berikan melalui butir 14 

Kamar Agama SEMA Nomor 3 Tahun 2015 yang menyatakan 

mengenai nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% - 

20% per tahun dari jumlah yang telah ditetapkan, diluar biaya 

pendidikan dan kesehatan. Sedangkan dalam hal ini, Bagir Manan 

                                                             
80 BPS, “Kabupaten Bondowoso Dalam Angka 2023.” 396. 
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mengenai pengertian hukum positif yakni kumpulan asas dan kaidah 

hukum tertulis dan tidak tertulis yang saat ini sedang berlaku dan 

mengikat secara khusus atau umum, dan ditegakkan oleh atau 

melalui pemerintah atau pengadilan di Indonesia. Dari pengertian 

tersebut, SEMA dalam hal ini termasuk dalam hukum positif.81 

Dari beberapa analis tersebut, penulis menyatakan penetapan 

yang dilakukan hakim tidak sejalan dengan Keadilan menurut 

ukuran hukum positif dan cita hukum yang dikemukakan oleh 

Gustav Radbruch karena tidak mengikuti anjuran dari Mahkamah 

Agung melalui surat edarannya yakni SEMA Nomor 3 Tahun 2015. 

Namun, Penetapan hakim mengenai nafkah anak pada Putusan 

Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Bdw dinilai sudah sesuai dengan teori 

keadilan adalah kesamaan yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. 

Dalam hal ini, Gustav Radbruch membagi keadilan menjadi keadilan 

distributif dan keadilan komutatif seperti yang dikemukakan oleh 

Aristoteles.82 

Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut para pihak 

mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional. Penulis 

menganalogikan seperti ada orang tua yang memiliki 2 orang anak, 1 

anak SD dan 1 anak SMA. Dalam keadaan tersebut, orang tua dalam 

memberikan uang saku harus melihat kebutuhan anak. Orang tua 

                                                             
81 Manan, Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik). 1. 
82 Hyronimus Rhiti, Mengenal Filsafat Hukum (Yogyakarta: PT Kanisius, 2023). 186 – 189. 
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dikatakan adil jika sudah melihat kebutuhan anaknya masing – 

masing dan diberikan uang saku yang disesuaikan dengan 

kebutuhannya dengan tidak diberikan nominal yang sama tanpa 

melihat kebutuhan dari anak tersebut misal 2 anak tersebut diberikan 

sejumlah uang yang sama yakni Rp.10.000,- per hari, padahal 

kebutuhan anak yang SMA setelah dicari tahu adalah Rp. 15.000,- 

dan anak yang SD hanyak Rp.5000,- sudah cukup untuk memenuhi 

kebutuhannya.  

Dalam hal ini, Proporsional yang dimaksud adalah sesuai 

dengan kebutuhan maka bisa disebut adil. Jika dikaitkan dengan 

Putusan, hakim menetapkan mengenai nafkah anak dinilai sudah 

sesuai dengan kebutuhan untuk hidup di daerah Bondowoso. Hakim 

dalam putusan tersebut menetapkan mengenai nafkah anak yakni 

Rp.900.000,- dengan penambahan sebanyak 5% pertahunnya diluar 

biaya pendidikan dan kesehatan. Nafkah anak tersebut sudah dinilai 

cukup untuk hidup di Bondowoso berdasarkan data dari BPS yang 

penulis sajikan untuk hidup di Bondowoso yakni berkisar 

Rp.900.000,- per rumah tangga pada tahun 2022 dengan nilai inflasi 

5,5% pada tahun 2022.  

Sedangkan keadilan komutatif adalah perlakuan yang dikenai 

kepada seseorang tanpa melihat jasa – jasa yang telah diberikan. 

Dalam hal ini, hakim menetapkan untuk membebankan nafkah 

kepada pemohon berupa nafkah iddah, nafkah mut’ah, dan nafkah 
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anak akibat dari adanya perceraian. Hakim dalam hal tersebut 

memakai dasar hukum Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam. 

Tabel 3. 1 

Hasil Analisa Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Bdw. 

No. Teori Keadilan 

Gustav Radbruch 

Analisa 

 

1.  

Keadilan sebagai 

keutamaan atau 

kebajikan 

(Gerechtigkeit als 

Tugend). 

Menurut penulis penetapan hakim mengenai nafkah 

anak dinilai sudah sesuai dengan keadilan sebagai 

keutamaan atau kebajikan yang dikemukakan oleh 

Gustav Radbruch. Hal tersebut karena penetapan 

mengenai nafkah sudah dinilai mencukupi untuk hidup 

di Kabupaten Bondowoso berdasarkan hasil survey 

yang dilakukan oleh BPS melalui survey Sosial 

Ekonomi Nasional (Susenas) bahwa biaya hidup per 

rumah tangga di Kabupaten Bondowoso pada tahun 

2022 berkisar Rp.900.000,- dengan tingkat inflasi pada 

tahun 2022 sebesar 5.5%. Dari data tersebut, penetapan 

hakim mengenai nafkah anak dinilai sudah bisa 

mencukupi kebutuhan untuk hidup di Kabupaten 

Bondowoso. Mengingat kemampuan suami yang 

memiliki penghasilan tidak tetap sebagai pekerja proyek 

properti dengan jumlah penghasilan berkisar 

Rp.2.000.000,- per bulannya. Dilakukan penambahan 

sebesar 5% juga sudah sesuai dengan teori keadilan 

pada poin pertama ini. Hal tersebut karena mengingat 

kebutuhan anak yang semakin meningkat seiring 

dengan bertambahnya usia dan adanya fluktuasi nilai 

uang. 

2.  Keadilan menurut 

ukuran hukum 

positif dan 

keadilan menurut 

Cita Hukum 

(rechtsidee). 

Mengenai nafkah anak menurut penulis penetapan 

hakim tidak sesuai dengan anjuran yang Mahkamah 

Agung berikan melalui butir 14 Kamar Agama SEMA 

Nomor 3 Tahun 2015 dalam hal ini berposisi sebagai 

hukum positif, yang memuat mengenai nafkah anak 

sebaiknya ditambah 10% - 20% per tahun berdasarkan 

penetapan hakim, diluar biaya untuk keperluan 

pendidikan dan kesehatan anak. Oleh karena itu, penulis 

menyatakan penetapan yang dilakukan hakim tidak 

sejalan dengan teori keadilan pada poin kedua yang 

dikemukakan oleh Gustav Radbruch karena tidak 

mengikuti anjuran dari Mahkamah Agung yakni dalam 
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SEMA Nomor 3 Tahun 2015. 

3.  Inti dari keadilan 

adalah kesamaan 

(Gleichheit). 

Penetapan hakim mengenai nafkah anak dinilai sudah 

sesuai dengan teori keadilan adalah kesamaan yang 

dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Hal tersebut 

dinilai adil karena Hakim dalam putusan tersebut 

menetapkan mengenai nafkah anak yakni Rp.900.000,- 

dengan penambahan sebanyak 5% pertahunnya diluar 

biaya untuk keperluan pendidikan dan kesehatan anak. 

Nafkah anak tersebut sudah dinilai cukup untuk hidup 

di Bondowoso berdasarkan data dari BPS yang penulis 

sajikan sebagai data pendukung yakni untuk hidup di 

Bondowoso berkisar Rp.900.000,- per rumah tangga 

pada tahun 2022 dengan nilai inflasi 5,5% pada tahun 

2022. Selain itu hakim menetapkan untuk 

membebankan nafkah kepada pemohon berupa mut’ah 

nafkah iddah, dan nafkah anak sebagai akibat dari 

adanya perceraian. Hakim dalam hal tersebut memakai 

dasar hukum Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.  

 

2. Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2021/PA.Bdw. 

a. Gambaran Kasus 

Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 

1526/Pdt.G/2021/PA.Bdw adalah perkara cerai talak yang telah 

didaftarkan pada tanggal 01 November 2021 di Pengadilan Agama 

Bondowoso. Suami mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil 

adanya perselisihan dan pertengkaran karena Termohon kurang jujur 

dalam mengelola keuangan rumah tangga, yaitu dengan meminjam uang 

sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan 

Pemohon, disamping itu Termohon juga sering keluar rumah tanpa izin 

pemohon dan juga Termohon kurang hormat kepada ibu kandung 

Pemohon. 
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Sedangkan menurut Termohon, benar adanya Termohon 

meminjam uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) namun 

tidak benar pinjaman tersebut tanpa sepengetahuan Pemohon, sedangkan 

dalil yang menyatakan Termohon sering keluar rumah rumah tanpa 

sepengetahuan Pemohon itu hanya terjadi satu kali, itupun Termohon 

hanya pergi ke rumah tetangga Pemohon dan Termohon, sedangkan 

tentang dalil Pemohon bahwa Termohon tidak senang dengan ibu kandung 

Pemohon juga tidak benar, yang benar justru ibu kandung Pemohonlah 

yang tidak suka dengan Termohon, dan sering menyuruh Pemohon untuk 

menceraikan Termohon. 

Pihak keluarga dari masing – masing pihak telah berusaha 

mendamaikan, akan tetapi belum bisa mendamaikannya. Oleh karena itu, 

pernikahan tersebut tidak dapat dilanjutkan dan sudah tidak harmonis lagi. 

Dari pernikahan tersebut, para pihak juga diketahui telah dikaruniai 2 

orang anak, 1 anak laki – laki berumur 4 tahun dan 1 anak perempuan 

berumur 6 tahun yang saat ini dalam asuhan termohon.83 

b. Pertimbangan Hukum 

Majelis Hakim menetapakan Putusan Nomor 

1526/Pdt.G/2021/PA.Bdw bahwa permohonan yang diajukan oleh 

pemohon dikabulkan. Dan hakim menetapkan bahwa pemohon (suami) 

diberikan izin untuk menalak termohon (isteri), yakni talak satu raj’i 

kepada termohon (isteri). Hal tersebut didasari karena kedua belah pihak 

                                                             
83 Putusan 1526/Pdt.G/2021/PA.Bdw 
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sudah tidak mungkin untuk disatukan kembali akibat dari adanya 

perselisihan secara terus menerus sehingga menyebabkan pertengkaran 

dan tidak memungkinkan untuk rukun kembali karena disebabkan oleh 

termohon kurang jujur dalam mengelola keuangan rumah tangga, yakni 

dengan meminjam Rp. 200.000.000- tanpa sepengetahuan pemohon dan 

juga sering meninggalkan rumah tanpa izin pemohon. Selain itu termohon 

juga kurang hormat dengan ibu pemohon. Akibat dari hal tersebut 

pemohon dan termohon pisah rumah dan tidak pernah kembali selama 3 

bulan tanpa adanya hubungan lahir dan batin. Majelis Hakim telah 

berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil.  

Hal tersebut berdasarkan fakta – fakta yang diajukan oleh 

pemohon dan termohon, permohonan pemohon telah terbukti dan 

memenuhi alasan cerai sebagaimana termaktub dalam Pasal 39 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor  16 tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 

huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 

huruf f Kompilasi Hukum Islam. Karena diketahui bahwa pemohon dan 

termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan tidak pernah 

bercerai sebelumnya, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj’i. 

Hal tersebut didasari Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam. 

Mengenai hak asuh anak (hadhanah) sebanyak 2 orang diberikan 

kepada termohon/penggugat rekonvensi hingga anak tersebut mumayyiz. 
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Hal itu didasari karena anak masih belum Mumayyiz dan belum dewasa 

atau bisa mandiri. Hal tersebut sebagaimana termaktub dalam Pasal 105 

huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa . 

Hakim juga menetapkan mengenai nafkah yang harus diberikan 

suami kepada istri dan anaknya berupa nafkah iddah, mut’ah, madhiyah 

dan nafkah anak. Hakim menetapkan nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000 

selama 3 bulan. Hal tersebut berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang – 

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf b 

dan 152 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa isteri berhak 

mendapat nafkah iddah kecuali nusyuz. Berdasarkan ketentuan Pasal 153 

Kompilasi Hukum Islam nafkah iddah diberikan selama 3 kali suci yaitu 

sekurang – kurangnya 90 hari. Sejalan dengan itu di dalam kitab Tuhfah 

Juz VIII halaman 325 dikatakan bahwa  telah menjadi kesepakatan seluruh 

ulama (Ijma’ Ulama) seorang istri yang dengan kesadarannya keluar dari 

ketaatan pada suaminya (khuruj ‘an tahunaa’ati al-zauji), maka gugurlah 

haknya mendapatkan nafkah. Berdasarkan Surat Ath – Thalaq ayat 7, 

pembebanan mengenai nafkah adalah sesuai dengan kemampuan 

suaminya dan mengingat bukti yang diajukan tergugat mengenai 

penghasilan tergugat sebesar Rp. 1.250.000,- per bulan. 

Mengenai nafkah madhiyah, hakim menetapkan Tergugat 

Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah madhiyah sebesar Rp. 

3.000.000,- selama 3 bulan. Hal tersebut berdasarkan kemampuan suami 

yang memiliki penghasilan Rp. 1.250.000,- perbulan dan sama seperti 
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pertimbangan pada nafkah iddah yang diketahui Penggugat rekonvensi 

tidak diketahui melakukan nusyuz. 

Mengenai mut’ah, hakim menetapkan Tergugat Rekonvensi 

dihukum untuk membayat mut’ah sebesar Rp. 2.000.000,-. Hal tersebut 

berdasarkan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum 

Islam kesanggupan Tergugat Rekonvensi yang memiliki penghasilan Rp. 

1.250.000,- perbulan. 

Untuk nafkah anak ditetapkan minimal Rp. 1.000.000,- setiap 

bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan nafkah 

sebesar 2,5% dari yang telah ditetapkan sampai anak tersebut dewasa atau 

sudah kawin. Nafkah tersebut diserahkan langsung kepada termohon 

sesaat sebelum pengucapan ikrar talak. Hal tersebut didasari karena tidak 

adanya kesepakatan mengenai besaran nafkah antara penggugat dan 

tergugat. Penggugat rekonvensi menuntut tergugat membayar nafkah anak 

dan hadhanah sebesar Rp. 270.000.000,- sekaligus dibayarkan di awal, 

sedangkan tergugat rekonvensi hanya mampu Rp. 750.000,- perbulan 

dengan alasan karena berdasarkan bukti penghasilan yang diajukan berupa 

slip gaji dari Rumah Sakit Koesnadi sebesar Rp. 1.250.000,-. Hal tersebut 

didasari Pasal 165 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan 

kemampuan suami. Adanya penambahan nafkah anak dari yang telah 

ditetapkan yakni sebesar 2,5% tiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan 

kesehatan. Dalam hal ini hakim memutuskan mengenai penambahan 

tersebut berdasarkan kebutuhan 2 anak tersebut yang meningkat tiap 
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tahunnya dan adanya fluktuasi nilai uang setiap tahunnya maka hakim 

merasa adil apabila penetapannya dilakukan penambahan pada nafkah 

anak sebesar 2,5% tiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan. 

Hakim dalam menetapkan penambahannya didasari oleh Butir 14 Kamar 

Agama SEMA Nomor 03 Tahun 2015.  

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 

2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan 

Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI 

Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno 

Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan 

Tugas di Pengadilan huruf c poin 1 yang menentukan bahwa untuk 

memberikan hak – hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran 

kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan 

dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak.84 

Penetapan hakim mengenai nafkah anak ditetapkan sebesar 

Rp.1.000.000 dengan penambahan 2,5% tiap tahunnya dari yang telah 

ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, menurut penulis 

penetapan tersebut sudah sesuai dengan keadilan sebagai keutamaan atau 

kebajikan yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Hal tersebut dinilai 

sudah adil karena pada mulanya Penggugat Rekonvensi meminta untuk 

nafkah anak dan biaya hadhanah sebesar Rp.270.000.000 yang dibayarkan 

sesaat sebelum pengucapan ikrar talak.  

                                                             
84 Putusan 1526/Pdt.G/2021/PA.Bdw 
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Hal tersebut tidak dikabulkan oleh hakim karena mengingat bukti 

sah bermaterai berupa slip gaji yang diserahkan Tergugat Rekonvensi 

kepada Majelis Hakim, diketahui penghasilan Tergugat Rekonvensi hanya 

sebesar Rp.1.250.000,- dan sanggup memberikan nafkah dua orang anak 

sebesar Rp.750.000,-. Karena tidak ada kesepakatan mengenai hal tersebut 

hakim dalam pertimbangannya didasari pada Pasal 156 huruf d Kompilasi 

Hukum Islam mengenai nafkah anak dan hadhanah diberikan sesuai 

dengan kemampuan suami sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (21 

Tahun). Untuk penambahan nafkah anak sebesar 2,5% tiap tahunnya dari 

yang telah ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan hakim 

menetapkan berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 sudah dinilai adil 

karena mengingat kebutuhan anak yang semakin meningkat dan adanya 

nilai fluktuasi uang maka perlu adanya penambahan terhadap nafkah yang 

diberikan.  

Sebagai data pendukung menurut hasil survey yang dilakukan 

oleh BPS melalui survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)85 yang 

menyatakan bahwa biaya hidup tiap rumah tangga di Kabupaten 

Bondowoso pada tahun 2021 sebesar Rp.854.506,- dengan tingkat inflasi 

pada tahun 2022 sebesar 5.5%. Dari data tersebut, Penetapan Hakim 

mengenai nafkah anak yakni Rp.1.000.000,- untuk dua orang anak dengan 

penambahan sebanyak 2,5% per tahunnya diluar biaya pendidikan dan 

kesehatan dinilai sudah bisa mencukupi kebutuhan untuk hidup di 

                                                             
85 BPS, “Kabupaten Bondowoso Dalam Angka 2022,” Bappeda Provinsi Jawa Timur, 2022. 357. 
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Kabupaten Bondowoso dan juga Mengingat kemampuan suami yang 

memiliki penghasilan Rp.1.250.000,-.  

Akan tetapi, penetapan tersebut menurut penulis tidak sejalan 

dengan anjuran yang Mahkamah Agung berikan melalui butir 14 Kamar 

Agama SEMA Nomor 3 Tahun 2015 yang menyatakan mengenai nafkah 

anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% - 20% per tahun dari 

jumlah yang telah ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan. 

Sedangkan dalam hal ini, Bagir Manan mengenai pengertian hukum positif 

yakni kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang saat 

ini sedang berlaku dan mengikat secara khusus atau umum, dan 

ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan di Indonesia. 

Dari pengertian tersebut, SEMA dalam hal ini termasuk dalam hukum 

positif.86 

Penulis menyatakan penetapan yang dilakukan hakim tidak 

sejalan dengan Keadilan menurut ukuran hukum positif dan cita hukum 

yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch karena tidak mengikuti anjuran 

dari Mahkamah Agung melalui surat edarannya yakni SEMA Nomor 3 

Tahun 2015. Namun, Untuk dasar hukum hakim mengenai penetapan 

nafkah anak dan biaya hadhanah didasarkan pada Pasal 156 huruf d 

Kompilasi Hukum Islam sudah sesuai dengan Keadilan ukuran hukum 

positif dan cita hukum. 

                                                             
86 Manan, Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik). 1. 
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Selanjutnya, Penetapan hakim mengenai nafkah anak pada 

Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2021/PA.Bdw dinilai sudah sesuai dengan 

teori keadilan adalah kesamaan yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. 

Dalam hal ini, Gustav Radbruch mengelompokkan keadilan menjadi 2 

yakni keadilan komutatif dan distributf seperti yang dikemukakan oleh 

Aristoteles.  

Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut para pihak 

mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional. Penulis 

menganalogikan seperti ada orang tua yang memiliki 2 orang anak, 1 anak 

SD dan 1 anak SMA. Dalam keadaan tersebut, orang tua dalam 

memberikan uang saku harus melihat kebutuhan anak. Orang tua 

dikatakan adil jika sudah melihat kebutuhan anaknya masing – masing dan 

diberikan uang saku yang disesuaikan dengan kebutuhannya, bukan malah 

diberikan nominal yang sama tanpa melihat kebutuhan dari anak tersebut 

misal sama – sama diberikan Rp. 10.000,- per hari, padahal kebutuhan 

anak yang SMA setelah dicari tahu adalah Rp. 15.000,- dan anak yang SD 

hanyak Rp.5000,- sudah cukup untuk memenuhi kebutuhannya.  

Dalam hal ini, Proporsional yang dimaksud adalah sesuai dengan 

kebutuhan maka bisa disebut adil. Jika dikaitkan dengan Putusan, hakim 

menetapkan mengenai nafkah anak dinilai sudah sesuai dengan kebutuhan 

untuk hidup di daerah Bondowoso. Hakim dalam putusan tersebut 

menetapkan mengenai nafkah anak yakni Rp.1.000.000,- dengan 

penambahan sebanyak 2,5% pertahunnya diluar biaya pendidikan dan 
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kesehatan. Nafkah anak tersebut sudah dinilai cukup untuk hidup di 

Bondowoso berdasarkan data dari BPS yang penulis sajikan, diketahui 

biaya hidup di Bondowoso yakni sebesar Rp.854.506,- per kapita pada 

tahun 2021 dengan nilai inflasi 5,5% pada tahun 2022.87 Sedangkan 

keadilan komutatif adalah perlakuan yang dikenai kepada seseorang tanpa 

melihat jasa – jasa yang telah diberikan. Dalam hal ini, hakim menetapkan 

untuk membebankan nafkah kepada pemohon berupa nafkah iddah, 

nafkah madhiyah, mut’ah dan nafkah anak akibat dari adanya perceraian. 

Hakim dalam hal tersebut memakai dasar hukum Pasal 149 Kompilasi 

Hukum Islam. 

 

 

 

Tabel 3. 2 

Hasil Analisis Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2021/PA.Bdw. 

No. Teori Keadilan 

Gustav Radbruch 

Analisa 

 

1.  

Keadilan sebagai 

keutamaan atau 

kebajikan 

(Gerechtigkeit als 

Tugend).  

Penetapan hakim mengenai nafkah anak menurut 

penulis sudah sesuai dengan keadilan sebagai 

keutamaan atau kebajikan yang dikemukakan oleh 

Gustav Radbruch. Hal tersebut dinilai sudah adil 

karena hakim dalam menetapkan nafkah dengan 

melihat kemampuan suami. Mengenai penambahan 

nafkah anak sebesar 2,5% berdasarkan penetapan 

hakim diluar biaya untuk keperluan pendidikan dan 

kesehatan anak sudah dinilai adil karena mengingat 

kebutuhan anak yang semakin meningkat dan adanya 

                                                             
87 BPS, “Kabupaten Bondowoso Dalam Angka 2022.” 357. 
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nilai fluktuasi uang. Sebagai data pendukung menurut 

hasil survey yang dilakukan oleh BPS melalui survey 

Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang menyatakan 

bahwa biaya hidup tiap rumah tangga di Kabupaten 

Bondowoso pada tahun 2021 sebesar Rp.854.506,- 

dengan tingkat inflasi pada tahun 2022 sebesar 5.5%. 

Dari data tersebut, Penetapan Hakim mengenai 

nafkah anak dinilai sudah bisa mencukupi kebutuhan 

untuk hidup di Kabupaten Bondowoso dan juga 

Mengingat kemampuan suami yang memiliki 

penghasilan Rp.1.250.000,-. 

2.  Keadilan menurut 

ukuran hukum 

positif dan keadilan 

menurut Cita 

Hukum(rechtsidee). 

Mengenai nafkah anak penetapan hakim pada Putusan 

Nomor 1526/Pdt.G/2021/PA.Bdw. menurut penulis 

tidak sejalan dengan anjuran yang Mahkamah Agung 

berikan melalui butir 14 Kamar Agama SEMA 

Nomor 3 Tahun 2015 yang dalam hal ini memiliki 

posisi sebagai hukum positif hendaknya dilakukan 

penambahan pada nafkah anak sebesar 10% - 20% 

dari yang telah ditetapkan, diluar biaya untuk 

keperluan pendidikan dan kesehatan anak. 

3.  Inti dari keadilan 

adalah kesamaan 

(Gleichheit). 

Penetapan hakim mengenai nafkah anak dinilai sudah 

sesuai teori keadilan adalah kesamaan yang 

dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Hal tersebut 

karena penetapan hakim sudah proporsional atau 

sesuai kebutuhan. Jika dikaitkan dengan Putusan, 

hakim menetapkan mengenai nafkah anak dinilai 

sudah sesuai dengan kebutuhan untuk hidup di daerah 

Bondowoso berdasarkan data dari BPS yang penulis 

sajikan sebagai data pendukung untuk hidup di 

Bondowoso yakni sebesar Rp.854.506,- per kapita 

pada tahun 2021 dengan nilai inflasi 5,5% pada tahun 

2022. Dan hakim juga menghukum pemohon dengan 

memberikan mut’ah, nafkah iddah, madhiyah, dan 

nafkah anak sebagai akibat dari adanya perceraian. 

 

3. Putusan Nomor 0788/Pdt.G/2021/PA.Bdw. 

a. Gambaran Kasus 

Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 

0788/Pdt.G/2021/PA.Bdw. adalah perkara cerai talak yang telah 

didaftarkan pada tanggal 7 Juni 2021 di Pengadilan Agama Bondowoso. 
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Suami mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil adanya 

perselisihan dan pertengkaran karena tidak ada kesepakatan tempat tinggal 

antara pemohon dan termohon. Karena sering berselisih, kedua belah 

pihak telah pisah rumah selama kurang lebih 8 bulan, dan setelah berpisah 

tidak ada hubungan baik lagi. 

Pihak keluarga dari masing – masing pihak telah berusaha 

mendamaikan, akan tetapi belum bisa mendamaikannya. Oleh karena itu, 

pernikahan tersebut tidak dapat dilanjutkan dan sudah tidak harmonis lagi. 

Dari pernikahan tersebut, para pihak juga diketahui telah dikaruniai 1 

orang anak perempuan berusia 3 tahun yang saat ini dalam asuhan 

termohon.88 

b. Pertimbangan Hukum 

Majelis Hakim menetapakan Putusan Nomor 

0788/Pdt.G/2021/PA.Bdw bahwa permohonan yang diajukan oleh 

pemohon dikabulkan. Dan hakim menetapkan bahwa pemohon (suami) 

diberikan izin untuk menalak termohon (isteri), yakni talak satu raj’i 

kepada termohon (isteri). Hal tersebut dikarenakan kedua belah pihak 

sudah tidak mungkin untuk disatukan kembali akibat dari adanya 

perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak 

memungkinkan untuk rukun kembali karena disebabkan oleh tidak adanya 

kesepakatan antara pemohon dan termohon mengenai tempat tinggal. 

                                                             
88 Putusan Nomor 0788/Pdt.G/2021/PA.Bdw. 
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Pemohon tidak betah tinggal di rumah saudara Termohon karena 

disana sudah ada keluarga kakak Termohon, begitupun sebaliknya 

Termohon juga tidak betah tinggal dirumah Pemohon karena anak 

bawaan Termohon tidak betah tinggal di tempat Pemohon. Pemohon 

sudah mencoba berdamai dengan Termohon namun tidak berhasil. 

Puncak perselisihannya termohon meninggalkan rumah pemohon dan 

tinggal di rumah saudara Termohon. Hal tersebut menunjukkan adanya 

pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk rukun 

kembali, hal tersebut masuk ke dalam alasan perceraian yang termaktub 

dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 

tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.  

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan 

dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan 

Termohon Konvensi dari awal dan pada setiap persidangan sesuai 

ketentuan  Pasal  31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah 

diubah dengan  Undang-Undang Nomor  16 tahun 2019 Tentang 

Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil. 

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang ditemukan 

Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan cerai talak Pemohon 

telah terbukti dan memenuhi alasan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 

39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah 
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diubah dengan  Undang-Undang Nomor  16 tahun 2019 Tentang 

Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 

1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, 

karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon 

haruslah dikabulkan. 

Mengenai nafkah anak, hakim menetapkan nafkah 1 orang anak 

perempuan sebesar Rp. 200.000,- setiap bulan sampai anak tersebut 

dewasa atau sudah kawin dengan kenaikan 5% di luar biaya pendidikan 

dan kesehatan. Hal tersebut didasari karena meskipun Termohon tidak 

menuntut apapun akibat perceraian, Pemohon memberi pernyataan 

apabila terjadi perceraian akan memberikan Termohon nafkah iddah 

sebesar Rp. 1.500.000,- dan nafkah 1 orang anak sebesar Rp. 200.000 tiap 

bulannnya sampai anak tersebut dewasa. Termohon juga tidak keberatan 

mengenai hal tersebut. Maka majelis hakim menilai agar Pemohon 

dihukum untuk membayar kepada Termohon sesuai kesanggupannya. 

Menurut penulis penetapan tersebut sudah sesuai dengan keadilan 

sebagai keutamaan atau kebajikan yang dikemukakan oleh Gustav 

Radbruch. Hal tersebut dinilai sudah adil karena Pemohon yang 

menawarkan apabila terjadi perceraian akan memberikan nafkah iddah 

Rp. 1.500.000,- dan nafkah anak sebesar Rp. 200.000,- tiap bulannya. 

Dalam hal tersebut, termohon tidak keberatan dan tidak menuntut sesuatu 

akan perceraian yang dialami. Penambahan 5% pada nafkah anak tersebut 
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dinilai adil karena mengingat kebutuhan anak yang semakin meningkat 

dan adanya nilai fluktuasi uang. Oleh karena itu, nafkah anak perlu 

dilakukan penambahan demi kesejahteraan dan menjamin nafkah anak 

tersebut. 

Mengenai nafkah anak dilakukan penambahan sebesar 5% dari 

yang telah ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan pada 

penetapan di Putusan No. 0788/Pdt.G/2021/PA.Bdw., Dalam putusan 

anonim yang penulis teliti, penulis tidak menemukan pertimbangan 

hukum yang dipakai hakim dalam menentukan penambahan nafkah anak 

sebesar 5% tersebut. Jika melihat peraturan yang mengatur mengenai 

penambahan pada nafkah anak yakni pada butir 14 SEMA Nomor 03 

Tahun 2015 yang menyatakan bahwa penetapan mengenai nafkah anak 

hendaknya diikuti dengan penambahan sebesar 10% - 20% dari yang telah 

ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan. Dalam hal ini, Penulis 

mengambil kesimpulan mengenai penetapan nafkah anak dengan 

penambahan sebesar 5% tiap tahunnya dari yang telah ditetapkan, diluar 

biaya pendidikan dan kesehatan tersebut tidak sejalan dengan keadilan 

menurut hukum positif dan cita hukum yang dikemukakan oleh Gustav 

Radbruch. 

Selanjutnya, Penetapan hakim mengenai nafkah anak pada 

Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2021/PA.Bdw dinilai sudah sesuai dengan 

teori keadilan adalah kesamaan yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. 

Dalam hal ini, Gustav Radbruch mengelompokkan keadilan menjadi 2, 



66 

 

 

 

yakni keadilan komutatif dan distributif seperti yang dikemukakan oleh 

Aristoteles.  

Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut para pihak 

mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional. Dalam hal 

ini, Proporsional yang dimaksud adalah sesuai dengan kebutuhan maka 

bisa disebut adil. Karena dalam keterangan yang Termohon sampaikan 

dalam persidangan bahwa tidak menuntut apapun dari perceraian ini. 

Namun, berdasarkan pertimbangan hakim mengenai pernyataan Pemohon 

yang mengatakan apabila terjadi perceraian, Pemohon akan memberikan 

nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000,- dan nafkah 1 orang anak sebesar 

Rp.200.000,-. Termohon dalam hal ini juga tidak keberatan serta tidak 

menuntut hal apapun dari akibat perceraian ini. Perihal penambahan 

nafkah anak sebesar 5% tiap tahun dari yang telah ditetapkan, diluar biaya 

pendidikan dan kesehatan juga dinilai adil karena mengingat kebutuhan 

anak semakin dewasa yang semakin meningkat serta adanya fluktuasi 

nilai uang. 

Sedangkan keadilan komutatif adalah perlakuan yang dikenai 

kepada seseorang tanpa melihat jasa – jasa yang telah diberikan. Dalam 

hal ini, hakim menetapkan untuk membebankan nafkah kepada pemohon 

berupa nafkah iddah dan nafkah anak. Hal tersebut berdasarkan 

pernyataan Pemohon apabila terjadi perceraian akan memberikan nafkah 

iddah  dan nafkah anak hingga dewasa. 
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Tabel 3. 3 

Hasil Analisa Putusan Nomor 0788/Pdt.G/2023/PA.Bdw. 

No. Teori Keadilan 

Gustav Radbruch 

Analisa 

 

1.  

Keadilan sebagai 

keutamaan atau 

kebajikan 

(Gerechtigkeit als 

Tugend). 

Penetapan hakim tersebut sudah sesuai dengan 

keadilan pada poin ini. Hal tersebut dinilai sudah adil 

karena hakim memutuskan berdasarkan pernyataan 

pemohon dan termohon tidak keberatan. Untuk 

penambahan nafkah anak ditetapakan dengan 

dilakukan penambahan sebesar 5% tiap tahunnya, 

diluar biaya pendidikan dan kesehatan. Dalam 

putusan anonim yang penulis teliti, penulis belum 

menemukan pertimbangan apa yang dipakai hakim 

dalam menentukan penambahan nafkah anak sebesar 

5% tersebut. Jika melihat butir 14 SEMA Nomor 03 

Tahun 2015 penambahan nafkah anak sebaiknya 

sebesar 10% - 20% berdasarkan penetapan hakim, 

diluar biaya untuk sekolah dan kesehatan anak. 

Penambahan 5% pada nafkah anak tersebut dinilai 

adil karena mengingat kebutuhan anak yang semakin 

meningkat dan adanya nilai fluktuasi uang.  

2.  Keadilan menurut 

ukuran hukum 

positif dan keadilan 

menurut Cita 

Hukum(rechtsidee). 

Mengenai nafkah anak dalam putusan anonim yang 

penulis teliti tidak ditemukan mengenai dasar yang 

dipakai hakim dalam menetapkan penambahan nafkah 

anak sebesar 5% pada amar putusan. Jika melihat 

butir 14 Kamar Agama SEMA Nomor 3 Tahun 2015 

nafkah anak sebaiknya ditambah 10% - 20% per 

tahun dari penetapan hakim, diluar biaya untuk 

keperluan sekolah dan kesehatan anak. Penulis 

menyimpulkan penetapan mengenai nafkah anak 

dengan penambahan sebesar 5% tersebut tidak sejalan 

dengan keadilan menurut hukum positif dan cita 

hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Hal 

tersebut, karena tidak ditemukan pertimbangan 

hukum hakim dalam menetapkan penambahan nafkah 

anak tersebut. 

3.  Inti dari keadilan 

adalah kesamaan 

(Gleichheit). 

Penetapan hakim mengenai nafkah anak dinilai sudah 

sesuai dengan teori keadilan yakni kesamaan yang 

dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Hal tersebut 

dinilai adil karena para pihak mendapatkan apa yang 

menjadi haknya secara proporsional. Dalam hal ini, 

pemohon dan termohon sudah sepakat mengenai 

nafkah yang diberikan akibat dari adanya perceraian. 

Mengenai penambahan sebesar 5% juga dinilai adil 
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karena mengingat kebutuhan anak semakin dewasa 

yang semakin meningkat serta adanya fluktuasi nilai 

uang maka sudah sewajarnya dilakukan penambahan 

pada penetapan nafkah anak tersebut. 

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan penulis terhadap 3 Putusan 

Pengadilan Agama Bondowoso, penulis menyimpulkan dalam tabel sebagai 

berikut :  

Tabel 3. 4 

Kesimpulan Analisis Pada Putusan 

No. Teori Keadilan Putusan 

Nomor 

96/Pdt.G/20

23/PA.Bdw 

Putusan 

Nomor 

96/Pdt.G/20

23/PA.Bdw 

Putusan 

Nomor 

96/Pdt.G/2023

/PA.Bdw 

1.  Keadilan sebagai keutamaan 

atau 

kebajikan(Gerechtigkeit als 

Tugend). 

   

2. Keadilan menurut ukuran 

hukum positif dan keadilan 

menurut Cita Hukum 

(rechtsidee). 

X X X 

3.  Inti dari keadilan adalah 

kesamaan (Gleichheit). 
   

 

Note :  = Memenuhi 

   X = Tidak Memenuhi 

BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Nafkah anak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tua, 

khususnya ayah, untuk memenuhi kebutuhan hidup anak seperti makanan, 

pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatannya. Pemenuhan kewajiban 
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tersebut tetap berlaku meskipun keadaan orang tua sudah terputus ikatan 

perkawinannya. Indonesia dalam peraturan perundang – undangan banyak 

membahas mengenai kewajiban orang tua mengenai jaminan atas hak terhadap 

anaknya. Pengaturan tersebut dilakukan demi menjamin masa depan anak agar 

hak - haknya tidak terlantarkan. Namun mengenai kadar atau ukuran nafkah ideal 

yang harus diberikan tidak disebutkan secara langsung mengenai besaran 

pastinya. Penetapan mengenai nafkah anak diberikan dengan memperhatikan 

kebutuhan anak dan kemampuan ayah. Selain itu, hakim dalam menetapkan 

nafkah anak harus melihat fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan. 

Penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 pada 3 putusan di Pengadilan 

Agama Bondowoso yang penulis teliti. Hakim mendasarkan penetapannya 

mengenai penambahan nafkah anak pada butir 14 Kamar Agama SEMA Nomor 

03 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa “Amar mengenai pembebanan nafkah 

anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun 

dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan. Penetapan 

mengenai penambahan nafkah anak tersebut telah memenuhi teori keadilan 

Gustav Radbruch sebagai “keutamaan atau kebajikan“ dan “Keadilan adalah 

kesamaan” karena hakim dalam penetapannya menetapkan dengan melihat fakta 

dan bukti – bukti yang sebenarnya terjadi. Namun, 3 putusan tersebut tidak sesuai 

dengan teori “keadilan menurut ukuran hukum positif dan cita hukum” karena 

hakim dalam menetapkan penambahan nafkah anak tidak mengikuti anjuran 

Mahkamah Agung melalui butir 14 SEMA Nomor 3 Tahun 2015 yang merupakan 

salah satu hukum positif. 
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B. Saran 

Dalam hal ini, saran yang dapat diberikan adalah bahwa penerapan 

SEMA Nomor 3 Tahun 2015 harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-

prinsip keadilan substansial dan formal. Pengadilan harus memastikan bahwa 

putusan yang diambil telah mempertimbangkan kebutuhan anak dan kemampuan 

finansial kedua orang tua, serta telah mengikuti prosedur yang berlaku dengan 

benar. Selain itu, perlu juga adanya upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran 

orang tua dalam memenuhi kewajiban nafkah anak dan pengawasan terhadap 

pelaksanaan putusan pengadilan. 

Untuk peneliti selanjutnya yang akan membahas mengenai penambahan 

nafkah anak hendaknya dapat membahas SEMA No. 3 Tahun 2015 secara lebih 

mendalam karena masih banyak kekurangan pada penelitian yang penulis susun. 

terkait fakta keaadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan, akan lebih baik 

apabila dilakukan wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama yang dituju 

mengenai penambahan nafkah anak. 
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